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MOTTO 

 و ما غند الله خير

Artinya: “Dan apa yang disisi Allah lebih baik” 

Ketika kita sedang iri atau sering membandingkan hidup kita dengan 

orang lain, ingatlah apa yang disisi Allah jauh lebih baik. 
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ABSTRAK 

M. Nasrudin, 2022. Implementasi  Akad Murabahah Bil Wakalah Pada 

Produk Kur mikro di BSI KCP Genteng Banyuwangi Menurut 

Perspektif Emonomi Syariah. Pembimbing Nawal Ika 

Susanti,S.PD.,M.SI 

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Murabahah, Murabahah Bil Wakalah 

Perbankan  merupakan  salah satu  lembaga keuangan yang 

memberikan  peran yang cukup besar untuk kemakmuran rakyat. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan maka mulai 

diberikan dual banking system sehingga operasional perbankan nasional 

dapat didasarkan dengan sistem bunga dan/atau sistem syariahyang 

pengelolaannya dijalankan oleh bank konvensional dan bank syariah. 

Penelitian ini terfokuskan pada pandangan islam terhadap akad 

murabahah bil wakalah pada produk Kur mikro di BSI KCP Genteng 

Bayuwangi untuk mengetahui  penerapan akad murabahah bil wakalah 

pada produkKur mikro di BSI KCP Genteng Banyuwangi Menurut 

Perspektif Ekonomi Syariah, Untuk mengetahui penerapan akad 

murabahah bil wakalah di BSI KCP Genteng Banyuwangi 

Murabahah bil Wakalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakilkan 

kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli 

murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik 

bank. Selalu terjadi akad wakalah dulu sebelum akad murabahah karena 

akad wakalah akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang 

yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan 

memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka 

terjadilah akad murabahah. 

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dan metode  

penelitianstudi kasus. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan data-

data yang diperoleh dari BSI KCP genteng banyuwangi. 
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Catatan : 

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis rangkap.  

Misalnya ; بنار  ditulis rabbanâ  

2. Vokal panjang (mad)  

Fathah (baris di atas) ditulis dengan â, kasroh (baris di bawah) ditulis 

dengan î, dammah (baris didepan) ditulis dengan û, misalnya;  عةرلقاا  

ditulis alqâri‟ah,  ينساكلما  ditulis dengan al-mâsakîn, نفلحولما  ditulis dengan 

al-muflihûn.  

3. Kata sandang alif + lam ( ال) 

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya;  ونلكلفرا ditulis 

dengan al-kâfirûn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf 

lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; للرجاا  ditulis 

dengan ar-rijâl. 

4. Ta‟ marbûthah (ة) 

Bila tercetak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya;  ةلبقرا  ditulis al-baqarah, 

bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya;  لالما ةكاز ditulis zakât al-mâl, atau     

ءلنساارةسو ditulis sûrat al-Nisa‟.  

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya. Misalnya:  و

ينقازلرا يرهوخ  ditulis wa huwa khoir ar-Râziqîn. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BSI merupakan Fasilitas 

pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas 

Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta. 

Keunggulan dari produk KUR Mikro BSIini adalah Proses mudah 

dan cepat, bebas biaya provisi dan administrasi, Berbagai skema sesuai 

dengan kebutuhan produktif nasabah, Angsuran ringan.Dengan Syarat 

Umum : WNI cakap hukum, Usia Minimal 21 tahun atau telah menikah, 

Usaha minimal telah berjalan 6 bulan dan  Dokumen yang diperlukan : Copy 

KTP  nasabah dan pasangan, Copy Kartu Keluarga/akta nikah, Legalitas 

usaha nasabah. 

Seiring dengan perkembangan sistem perbankan syariah, produk 

pembiayaan murabahah pun mengalami modifikasi pada tataran praktiknya. 

Produk pembiayaan ini tidak hanya menggunakan akad murabahah tetapi 

juga menyertakan akad wakalah di dalamnya. Sebenarnya Islam tidak 

melarang adanya kombinasi akad dalam sebuah transaksi, asalkan pada 

praktiknya tidak bertentangan dengan syariah. 

Akad yang digunakan pada produk pembiayaan KUR Mikro BSI 

KCP Genteng Banyuwangi adalah Murabahah Bil Wakalah. Akad 
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murabahah bil wakalah merupakan akad jual beli yang telah dikembangkan 

sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi di 

perbankan syariah (Asiyah:2015).  

Praktik murabahah yang terjadi saat itu, seperti yang dijelaskan 

dalam fiqih muamalah, adalah seseorang membelikan barang yang 

dibutuhkan orang lain kemudian menjualnya kepada orang tersebut ditambah 

dengan sejumlah laba tertentu. Sehingga, sangat sedikit atau bahkan tidak 

ditemukan kasus pelanggaran syariah. Selainitu praktik murabaah di 

perbankan syariah berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. 

Seiring dengan perkembangan sistem perbankan syariah, produk 

pembiayaan murabahah pun mengalami modifikasi pada tataran 

praktiknya.Produk pembiayaan ini tidak hanya menggunakan akad 

murabahah tetapi juga menyertakan akad wakalah di dalamnya.Sebenarnya 

Islam tidak melarang adanya kombinasi akad dalam sebuah transaksi, 

asalkan pada praktiknya tidak bertentangan dengan syariah. 

Menurut pendapat ulama fiqh muamalah kurang tepat jika akad 

wakalah harus diterapkan dalam pembiayaan murabahah karena 

menghilangkan fungsi murabahah yaitu sebagai penjual barang untuk 

kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah 

dan kemudian menjualnya kembali kepada nassabah. Selain itu, bank tidak 

berkedudukan sebagai pedagang atau penjual karena dalam praktiknya bank 

tidak memiliki stok barang yang dapat langsung dibeli oleh nasabah. Dalam 

melaksanakan transaksi jual belinya menggunakan jasa supplier untuk 
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menyediakan barang sesuai dengan keinginan nasabah dengan memberikan 

kuasa kepada nasabah.Pemberian kuasa ini disebut sebagai akad wakalah 

yang dilakukan pihak bank dengan nasabah. 

Sehingga dapat dipahami bahwa dengan disertakannya akad wakalah, 

praktik operasional pembiayaan murabahah di bank syariah mungkin terjadi 

kesalahan. Meskipun penyertaan itu diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi 

Islam, namun akan lebih sulit dalam penerapannya. Akan tetapi, melihat 

fakta di lapangan, hampir semua lembaga keuangan syariah menyertakan 

akad wakalah ini dalam produk pembiayaanmurabahah -nya.Hal inilah yang 

menjadi kegelisahan peneliti bahwa dengan tingkat kemungkinan terjadi 

kesalahan, bank tetap melakukan praktik pembiayaan murabahah dengan 

disertai akad wakalah.Oleh karena itu peneliti juga ingin meninjau 

bagaimana bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI yang menjadi 

pedoman Bank syariah dalam produk pembiayaan murabahah dengan 

disertakannya akad wakalah, dan sangat penting kiranya untuk melakukan 

penelitian guna mendapat jawaban terhadap permasalahan tersebut. 

Murabahah sendiri merupakan salah satu  bentuk jual beli yang 

mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-

biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok 

pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga 

jua (Nawawi, 2012). Sedangkan wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, 

pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam 

bertindak (suhendi, 2013). 
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Lembaga perbankan  syariah dalam melaksanakan operasionalnya 

memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah  islam. Dengan kata lain lembaga 

perbankan syariah lahir sebagai bentuk solusi terhadap persoalan 

pententangan antara bunga dan riba. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat: 275 

 َ يْنَ يأَكُُُْوْنَ امرّبِوٰا لََ ي ِ ذ اَلَّذ ا اِه ُمْ كاَموُْٓ ِّۗ ذٰلَِِ بَِِنَّذ يْطٰنُ مِنَ اممَْسِّ يْ يتََخَبذطُوُ امش ذ ِ مَا لُوْمُوْنَ اِلَذ كََمَ يلَُوْمُ الَّذ

ِّوٖ فاَنْتََٰى  فلََٗ امبَْيْعُ مِثلُْ امرّبِوٰا   ب نْ رذ ِّۗ فمََنْ جَاۤءَهٗ مَوْغِظَةٌ مِّ مَ امرّبِوٰا ُ امبَْيْعَ وَحَرذ مَا سَلفََِّۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلََ  وَاَحَلذ الّلّٰ

وْنَ  بُ امنذارِ ۚ هُُْ فِيْْاَ خٰلُِِ مَ اَصْْٰ
ِٕ
ِ ِّۗ وَمَنْ ػاَدَ فاَُومٰىۤ  الّلّٰ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian  

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang 

yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), 

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal 

di dalamnya”. (Tafsir Ibnu Katsir Qs. Al-Baqarah ayat: 275) 

Melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual beli 

dan diharamkan riba.Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan 

sebagai pembatahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah yang 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.Riba yang dahulu telah dimakan 

sebelum turunnya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat maka tidak 

ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh 

Allah.Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah 
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menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan 

mereka kekal didalamnya. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk 

mengangkat penerapan pembiayaan murabahah bil wakalah di BSI CP 

Genteng Banyuwangi dalam penelitian skripsi dengan judul “Implementasi 

Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Kur Mikro Di Bsi Kcp Genteng 

Banyuwangi Menururt Perspektif Ekonomi Syariah”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penelitian ini lebih fokus 

pada praktik dan impliementasi terhadap akad  murabahah bil wakalah pada 

produk kur mikro di BSI KCP Genteng Bayuwangi menurut perspektif 

Ekonomi Syariah. 

C. Masalah Penelitian 

Dilihat dari fokus penelitian dan latar belakang diatas masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan akad murabahah bil wakalah pada produk 

KUR Mikro di BSI KCP Genteng Banyuwangi? 

2. Bagaimanakah penerapan akad murabahah bil wakalah di BSI KCP 

Genteng Banyuwangi dalam perspektif ekonomi syariah? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui praktik akad murabahah bil wakalah di BSI KCP 

Genteng Banyuwangi. 
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2. Untuk mengetahui kesesuaian  penerapan akad murabahah bil 

wakalah pada produ kur mikro di BSI KCP Genteng Banyuwangi 

dengan prinsip syariah 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Teoritis 

Sebagai tambahan referensi dan wawasan khususnya mengenai 

kegiatan keilmuan,  khususnya keilmuan fiqh muamalah dan produk dan 

jasa perbankan syariah. 

2. Praktis   

Menjadi masukan bagi praktisi perbankan syariah khususnya di BSI 

KCP Genteng Banyuwangi dalam mengambil keputusan pembiayaan 

agar bisa menghindari terjadinya kesalahan dalam pemberian kredit dan 

terhindar dari unsur riba. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Akad Murabahah 

Secara luas, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas 

dasar saling rela.Menurut (Sabiq, 2018) jual beli adalah memindahkan milik 

dengan ganti (iwad) yang dapat dibenarkan (sesuai syariah). Pertukaran 

pendapatan dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan 

barang yang bisa kita kenal dengan barter dan uang dengan uang misalnya 

pertukaran nilai mata uang rupiah dengan yen. 

Salah satu bentuk akad jual-beli yang telah dibahas oleh para ulama 

dalam fiqih muamalah isalamiah adalah Akad Murabahah.Murabahah 

berasal dari kata riba yang artinya laba, keuntungan, atau 

tambahan.Transaksi murabahah telah lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw 

dan para sahabatnya. 

Secara sederhana, yang dimaksud dengan murabahah adalah suatu 

penjualan seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati 

antara penjual dan pembeli. Boleh dikatakan bahwa akad yang terjadi dalam 

murabahah ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, 

karena dalam murabahah ini ditentukan berapa requires rate of profit-nya, 

atau keuntungan yang diharapkan akandiperoleh dalam transaksi ini. Dalam 

teknis yang ada di perbankan Islam, murabahah merupakan akad jual beli 

yang terjadi antara murabahah meliputi transtraktor, yaitu adanya pembeli 
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(nasabah) dan penjual (LKS), objek akad murabahah yang didalamnya 

terkandung barang dan harga, serta ijab. 

Murabahah adalah pembiayaan yang dapat digunakan untuk tujuan 

konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah dan alat rumah 

tangga lainnya maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja 

ataupun investasi. 

Pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh Bankkepada Nasabah 

harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notarial atau di 

bawah tanda tangan. Saat penyusunan perjanjian Pembiayaan Murabahah, 

Bank (sebagai penjual) harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 

dengan pembelian Obyek Pembiayaan kepada Nasabah (sebagai pembeli) 

seperti harga pokok, margin, kualitas dan kuantitas Obyek Pembiayaan yang 

akan diperjualbelikan.  

Menurut pandangan ulama fiqhImam Al Kasani, Murabahah 

merupakan bentuk jual beli yang diperbolehkan.Murabahah mencerminkan 

transaksi jual beli yang mana harga jual merupakan akumulasi dari biaya 

yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan batang atau objek transaksi 

(harga pokok pembelian) dengan tambahan keuntungan tertentu yang di 

inginkan penjual (margin), dimana harga beli dan jumlah keuntungan  yang 

diinginkan diketahui oleh pembeli. Berarti pembeli diberitahu berapa harga 

belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan. 

Menurut Imam Al Kasani, Murabahah merupakan bentuk jual beli 

dengan diketahuinya harga awal (harga beli) dengan adanya tambahan 

keuntungan tertentu.Dalam akad murabahah/akad jual beli harus dijelaskan 
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pokok pembiayaan, margin dan total angsuran, akan tetapi sebelum akad 

dijelaskan nasabah diberitahu dulu oleh bank apabila plafonnya sekian maka 

marginnya sekian dengan jangka waktu sekian apabila nasabah setuju maka 

akan dilakukannya akad.  

Murabahah pada prinsipnya, bank syariah akan membeli barang lalu 

menjualnya kepada nasabahnya dengan mengambil margin keuntungan. 

Akad murabahah akan dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat 

berikut ini: 

Menurut jumhur ulama, ada empat rukun, yaitu: 

1) Penjual (Ba‟i) 

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau 

barang yang akan diperjualbelikan kepada konsumen atau nasabah. 

2) Pembeli (Musytari) 

Pembeli merupakan seseorang yang membutuhkan barang untuk 

digunakan dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual. 

3) Objek Jual Beli (Mabi‟) 

Adanya barang yang akan diperjualbelikan merupakan salah satu 

unsur terpenting demi kesuksesan transaksi. 

4) Ijab Kabul 

Para ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa unsur utama dari jual 

beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kedua belah pihak dapat dilihat dari 

ijab kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu 

diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah 

pihak, seperti akad jual beli, akad sewa dan akad nikah. 
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1. Landasan Hukum Syari‟ah tentang Pembiayaan Murabahah 

a. Al - Qur‟an 

Qs. Al- Baqarah : 275 

ن مَا امْ 
ِٕ
بَيْع مِثلْ امربَِ وَأَحَل الّلّ امبَْيْعَ وَحَرمَ امربَِ ذلَِِ بِأنَٔ هُْ كاَل وَاْ ا  

Artinya: “Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli 

dan mengharamkan riba ”.(Tafsir Ibnu Katsir, Qs Al- 

Baqarah ayat 275) 

Melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual beli 

dan diharamkan riba.Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan 

sebagai pembatahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah yang 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunnya firman Allah ini, 

apabila pelakunya bertobat maka tidak ada kewajiban untuk 

mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja 

yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka 

mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal didalamnya. 

Qs. Al-Baqarah : 280 

لََ 
ِٕ
ة فنَظَِرَة ا ن كََنَ ذو غسَْْ

ِٕ
ة مَْسََْْ وَا  

Artinya:“Dan Jika (orang berhutang itu) dalamkesukaran, maka berilah 

tangguh sampai ia berkelapangan”.(Tafsir Ibnu Katsir Qs. Al-

Baqarah ayat 280) 
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Allah SWT memerintahkan untuk bersabar dalam menghadapi orang 

berutang yang dalam kesulitan tidak mempunyai apa yang akan 

dibayarkannya untuk membayar utangnya. 

Imam Tabrani mengatakan, Rasulullah pernah bersabda yang artinya 

Barang siapa yang ingin mendapat naungan dari Allah pada hari tiada 

naungan kecuali hanya naungan-Nya, maka hendaklah ia memberikan 

kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan atau memaafkan utangnya. 

(Eef Saefulloh, Tafsir Ayat- Ayat Ekonomi, 2017). 

Qs. An-Nisa : 29 

لَذ أَنْ تكَونَ تَِِارَةً غَن ترََاضٍ منكمْ 
ِٕ
ينَ ءَامَنوا لََثأَْ كُوا أَمْوَامكَم بَْنْكَم بِِمبَْاطِلِ ا ِ اَ الَّذ  يََأَيُّه

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kamu”.(Tafsir 

Ibnu Katsir Qs. An-Nisaa ayat 29) 

Allah SWT, melarang hamba-hambaNya yang beriman memakan 

harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang 

tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara rib dan judi serta cara-cara 

lainnya yang termasuk dalam kategori tersebut dengan menggunakan 

berbagai macam tipuan dann pengelabuan. .(Eef Saefullo, Tafsir Ayat-Ayat 

Ekonomi, 2017). 

2. Al- Hadis 

Dalam buku karya Dr. H.Wasman, M.Ag Serta bapak Abdul Fattakh, 

dengan judul Hadis Ekonomi pada tahun 2017, berikut adalah hadis nabi 

muhammd SAW, tentang jual beli atau murabahah. 
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Hadis Nabi dari Abu Said al-Khudri: 

Dari Abu Sa‟id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda : 

ذمَاامْ  ه
ِٕ
ذمَلَالَ: ا بَيْع غَنْ غَنْ أَبِِْ سَؼِيْدِ امخْدْرِي رَضَِِ الله غَنْو أَنذ رَ سوْلََلِله صَلَّذ الله ػلَيَْوِ وَأَلِِِ وَسَل

 ترََاضٍ, رواه امبيْلي وابن ماجو وصْحو ابن حبان

Artinya: „Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka‟ 

(HR.Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu 

Hibban). 

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah: 

لََ أَجَلٍوَالملَارَضَة, 
ِٕ
نَة: امبَيْع ا َ كاَلَ: ثلََا ث فِيِْْنذ امبَََ وَ خَلطْ امبَ أَنذ امنذبِِ صَلىذ الله ػلَيَْوِ وَألِِِٓ وَسَلَّذ

ؼِيْرِ نِلبَْْْ  تِ لََ نِلبَْيْؼرَوَاه ابْن مَاجَوبِِمشذ  

Nabi bersabda :Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara 

tunai, mudharabah, dan ncampur gandum untuk keperluan 

rumah tangga bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari 

Shuhaib). 

Hadis Nabi riwayat Jama‟ah: 

غن أٔبِ ىريرة رضِ الله غنو كال: كال رسول الله صلى الله ػليو وسلَّ مَطْل امغني ظلَّ. وإذا أٔ ثبْع 

 أٔحدكم ػلى مَلِئٍفليَتبْؼمتفق ػليو

Artinya: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu 

adalah suatu kezalimanan jika salah seorang diantara kalian 

diikutkan (hutangnya) kepada orang yang mampu, maka 

hendaklah dia mengikutinya” [Al-Bukhari III/55, 85 Muslim 

III/1197 nomor1564,]”. (Dr. H.Wasman, M.Ag, Hadis Ekonomi, 

2017) 

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: 
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رم حلالَ أٔو أٔحل حراما والمسلمون ػلىشروطيم إلَ شرطا امصلح جائز بين المسلمين إلَ صلحا ح

احرم حلالَ أٔو أٔحل حرام  

Artinya:Antara kaum Muslimin boleh mengadakanperdamaian, kecuali 

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 

yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian 

yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan 

yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Tirmidzi dan 

hadis ini dishahihkannya) 

Hadis Nabi riwayat „Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam: 

بيع فأحٔل ) رواه غبد امرازق(أٔهو س ئل رسول الله صلى الله ػليو وسلَّ غن امؼربِن فى ام   

Artinya: Rasulullah ditanya tentang „urban (uang muka) dalam jual beli, 

maka beliau menghalalkannya. (HR „Abd ar- Raziq).dalam buku 

Hadis Ekonomi, (Dr. H.Wasman, M.Ag, Hadis Ekonomi, 2017). 

3. Ijma‟ 

Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah. 

(Website resmi Kementrian Agama RI) 

4. Kaidah fikih: 

Dalam bukunya Qowaidul Fiqhiyah oleh Prof. Dr. Nashr Farid 

Muhammmad Washil, dan Prof. Abdul Aziz Muhammad Azzam pada tahun 

2013, menerangkan bahwa ada beberapa kaidah fiqih yang membolehkan 

adanya murabahah yaitu: 

لَ أَنْ يدَ
ِٕ
بَِحَة ا

ِٕ
ريِمِْياَلذ دَمِيْ الٔصَل فِىِ المؼَامَلَاتِ الَ ل ػلََى تََْ  

Artinya:“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkan” 
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َ ر يزَل  اَمضَّذ

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”. 

2. Murabahah Lil Amir Bis Syira 

Menurut Sami Hamoud, murabahah lil amir bis-syira adalah 

transkasi jual beli Dimana seorang nasabah datang kepada pihak bank 

untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu dan ia 

berjanji akan membeli komoditas tersebut secara murabahah, yakni 

sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat 

keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan 

melakukan pembayaran secara installment (cicilan berkala) sesuai 

dengan kemampuan financial. 

Menurut Ahmad Mulhim, murabahah lil amir bis syira‟ adalah 

permintaan pembelian sebuah komuditas dengan kriteria tententu 

yang diajukan oleh pihak nasabah yang selanjutnya disetujui oleh 

pihak bank. Kemudian, pihak bank berjanji akan membelikan 

komoditas sebagaimana dimaksud dan pihak nasabah berjanji akan 

membeli sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan 

tingkat keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Berdasarkan 

tersebut, dapat dipahami bahwa dalam jual beli murabahah lil amir bis 

syira‟ terdapat tiga pihak yang terkait yaitu pihak yang memberikan 

perintah pembelian komoditas (nasabah) pihak lembaga keuangan dan 

penjual komoditas (supplier). 

Jual beli murabahah lil amir bis syira‟ merupakan istilah baru-
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baru ini dan baru dimunculkan pertama kali oleh Sami Hamoud 

dalam desertasinya yang berjudul “Tathwir al A‟mal al Masrafiyah 

Bima Yattafiq asy-Syariah al Islamiyah”. Namun secara substansi 

istilah ini telah masyhur di masa ulama‟-ulama‟ klasik dengan 

beragam penamaan(Ubaidillah, 2019). 

Menurut Choudury, pembiayaan murabahah lil amir bis syira‟ 

kerap terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki resiko yang 

relatif lebih kecil dan mengamankan bagi shareholder. Namun, 

mekanisme pembiayaan murabahah lil amir bis syira‟ ini bukan 

berarti tanpa kritikan. Abdullah Saeed melontarkan kritikan terhadap 

murabahah lil amir bis syira‟ bahwa dari sudut pandang ekonomi, 

memang tidak ada perbedaan yang mendasar antara mark up dengan 

bunga. Perbedaan keduanya hanya menyangkut soal hukum antara 

kontrak hutang-piutang dalam bunga dan kontrak jual-beli dalam 

mark up. Siddiqi dalam bukunya banking withaout interest dengan 

tegas menyatakan bahwa akan mengahapus instrument murabahah lil 

amir bis syira‟ dari perbankan syariah (Ubaidillah, 2019). 

Pembiayaan murabahah lil amir bis syira‟ merupakan jual-beli 

barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang 

disepakati.Transaksi pembiayaan ini lazim dilakukan oleh Rasulullah 

SAW dan para sahabat secara sederhana. Mengenai pembebanan 

biaya para ulama madzhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja 

yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut.  

Bentuk kegiatan murabahah lil amir bis syira‟ ialah merupakan 
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pelayanan jasa dalam hal jual beli, di mana pihak lembaga keuangan 

syariah sebagai penjual sekaligus mencari barang yang sesuai dengan 

spesikasi yang diinginkan oleh nasabah. Setelah lembaga keungan 

syariah menemukan barang yang diinginkan oleh pemesan (nasabah) 

maka pihak lembaga akan menghubungi nasabah tersebut dan 

memberitahukan harga jualnya. Dalam hal ini, lembaga harus 

memberitahukan secara jujur dan transparan harga pokok barang dan 

keuntungan yang diperoleh. Namun, dalam implementasi banyak 

pihak lembaga keuangan syariah memberi kuasa kepada nasabahnya 

untuk membeli barang tersebut secara mandiri. Hal tersebut 

dikarenakan terdapat banyak pertimbangan dalam pemilihan barang 

yang diinginkan nasabah (Ubaidillah, 2019). 

1. Hukum jual-beli murabahah lil amir bis-syira‟ 

 Ulama kontemporer berbeda pendapat tentang keabsahan 

jual-beli murabahah lil amir bis-syira‟ ada yang memperbolehkan 

dan ada yang berpendapat, bahwa akad tersebut batal dan 

diharamkan. Diantara yang mengakui keabsahnnya adalah Sami 

Hamoud, Yusuf Qaradhawi, Ali Ahmad Salus, Shidiq 

Muhammad Amin, Ibrahim Fadil, dan sebagainnya. 

a. Hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan (mubah). 

Hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan dan 

mubah, kecuali terdapat nash shahih dan sharih yang melarang 

dan mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah mahdah, 

Hukum asalnya adalah haram kecuali ada nash yang 
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memrintahkan untuk melakukakannya. 

b. Keumuman nash Al-Qur‟an dan Hadits yang menunjukan 

kehalalan segala bentuk jual-beli, kecuali terdapat dalil khusus 

yang melarangnya. Dr.Qardhawi mengatakan, dalam suruh 

Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT. Menghalalkan segala 

bentuk jual-beli secara umum, baik jual-beli muqayadlah 

(barter barang dengan barang sharf (jual-beli mata uang 

valas), jual-beli saham ataupun jual-beli mutlak, serta jual-beli 

lainnya. Semua jenis jual-beli ini halal karena ia termasuk 

dalam kategori jual-beli yang dihalalkan Allah, dan tidak ada 

jual-beli yang haram, kecuali terdapat nash dari Allah dan 

Rasul-Nya yang mengharamkannya. 

c. Terdapat nash ulama fiqih yang mengakui keabsahan akad ini 

antaranya pernyataan Imam Syafi‟i. Imam Syafi‟i r.a dalam 

kitab umm” beliau mengatakan : “dan ketika seorang 

memperlihatkan sebuah barang tertentu kepada orang lain, dan 

berkata: “belikanlah aku barang ini, dan engkau akan aku beri 

margin sekian”. Kemudian orang tersebut bersedia 

membelikannya, maka jual-beli tersebut diperbolehkan. 

Namun demikian, orang yang meminta untuk dibelikan 

tersebut memiliki hak khiyar. Jika barang tersebut sesuai 

dengan kriterianya, maka bisa dilanjutkan dengan akad-jual 

beli dan akadnya sah dan sebaliknya, jika tidak sesuai, maka ia 

berhak untuk membatalkannya.”Berdasarkan pernyataan ini, 



18 

 

 

dapat dipahami bahwa imam syafi‟I memperbolehkan 

transaksi murabahah lil amir bis-syira‟, dengan syarat 

membeli/nasabah memiliki hak khiyar, yakni hak untuk 

meneruskan atau membatalkan akad. Selain itu, penjual juga 

memiliki hak khiyari, dengan demikian tidak terdapat janji 

yang mengikat kedua belah pihak. 

d. Transaksi muamalah dibangun atas dasar maslahat. Syara‟ 

tidak akan melarang bentuk transaksi, kecuali terdapat unsur 

kedzaliman di dalamnya, seperti riba, penimbunan (ihtikkar), 

penipuan dan lain-lain. Atau diindikasikan transaksi tersebut 

dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara 

manusia, seperti adanya gharar atau bersifat spekulasi.  

e. Pendapat yang memperbolehkan bentuk murabahah ini 

dimaksudkan untuk memudahkan persoalan hidup manusia. 

Syariah islam datang dan mempermudah urusan manusia dan 

meringankan beban yang di tanggunnya. Banyak firman Allah 

yang menyatakan hal ini, dia antaranya terdapat dalam QS. 

Al-Baqarah (2): 185, QS, Al-Hajj (22):78 

3. Pengertian Akad Wakalah 

Wakalah secara bahasa dapat diartikan penyrahan, pendelegasian, 

atau pemberian mandate. Secara istilah wakalah artinya pemberian kuasa dari 

pemberi kuasa ( Muwakkil ) kepada penerima kuasa ( Wakil ) untuk 

melaksanakan tugas ( Taukil ) atas nama pemberi kuasa. ( Nurnasrina dan 

Adiyes Putra, 2018). 
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Akad wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu 

seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak (suhendi, 

2013). 

Menurut Hanafiyyah, wakalah adalah memosisikan orang lain 

sebagai pengganti dirinya untuk menyelesaikan suatu persoalan yang 

diperbolehkan secara syar'i dan jenis pekerjaannya. Atau mendelegasikan 

suatu persoalan kepada orang lain (wakil).  

Menurut Malikiyyah, Syafi‟iyyah dan Hanafiah, wakalah adalah 

prosesi pendelegasian sebuah pekerjaan yang harus dikerjakan, kepada orang 

lain sebagai penggantinya, guna menyelesaikan pekerjaan tersebutdalam  

hidupnya (Zuhaili, 2019). 

Landasan Hukum Wakalah Sebagai Produk Perbankan Syariah 

a. Landasan Syariah 

Dasar hukum tentang kebolehan pemberian kuasa ini adalah Al-

Qur‟an yang mengisahkan tentang Ashabul Kahfi, surat Al-Kahfi [18]: 19 

yang artinya sebagai berikut: 

“Dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanyadi 

antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka : 

“Sudah berapa lamakah kamu berada disini?”. Berkata (yang lain 

lagi) Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada 

disini.Maka suruhlah seorang diantarakamu pergi ke kota dengan 

membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia berlaku lemah 

lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada 

seorang pun”. 
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b. Landasan Hukum Positif 

Wakalah sebagai salah satu produk berbankan syariah di bidang jasa 

telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang perbankan. Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, wakalah mendapat dasar Hukum 

yang lebih kokoh. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah 

disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain 

melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah. 

Rukun dan syarat wakalah sebagaiman dalam Fatwa DSN-MUI No. 

10/DSN-MUI/IV/2000 tentang waka>lah 

Pertama: Rukum-Rukun AkadWakalah 

1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). 

2) Wakâlah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh 

dibatalkan secara sepihak. 

Kedua: Syarat-syarat dalam akad wakalah 

1) Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan) 

a) Pemiliksah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang 

diwakilkan. 

b) Orang mukallaf atau anak muwayyiz dalam batas-batas tertentu, 

yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan 

untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. 

2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili) 

a) Cakap hukum. 

b) Mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. 
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c) Wakil adalah orang yang diberi amanat. 

3) Hal-hal yang diwakilkan 

1. Diketahuidenganjelasorang yangmewakili. 

2. Tidakbertentangandengansyariah Islam. 

3. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Manfaat 

barang atau jasa harusdapatdinilai dan dapat 

dilaksanakan dalam kontrak. 

Ketiga: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadiperselisihan di antara para pihak, maka penyelesainnya dilakukan 

melalui BadanArbitraseSyariah setelahtidak tercapai kesepakatanmelalui 

musyawarah. 

Dalam akad pembiayaan Murbahah bil Wakalah bank memberikan 

kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, menggantikan tugas bank. 

Nasabahlah yang akan membeli kebutuhannya atas nama bank syariah 

tempat dimana ia mengajukan pembiayaan. ( Suriman, 2019) 

4. Pengertian Akad Murabahah Bil Wakalah 

Murabahah adalah akad jual beli dimana bank akan memberikan 

informasi kepada nasabah mengenai harga pokok ditambah dengan margin 

yang diinginkan oleh bank. Dalam Fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2000 tidak 

ada tambahan ataupun penyebutan wakalah dalam akad murabahah, namun 

yang terjadi dalam bank syariah adalah adanya akad wakalah dalam 

murabahah yang sering dikenal dengan akad murabahah bil wakalah. 

Wakalah dalam transaksi Murabahah dapat meliputi namun tidak 

terbatas pada pemesanan obyek Murabahah, pembayaran sebagian atau 

keseluruhan harga obyek Murabahah dengan dana yang berasal dari Nasabah 
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dan/atau Bank. Dalam hal para pihak ingin melaksanakan akad pembiayaan 

Murabahah sebelum Nasabah melaksanakan tugas wakalahnya, maka akad 

Murabahah berlaku efektif setelah melakukan tugas wakalah (muallaq). Hal 

ini hanya bisa dilakukan ketika obyek Murabahah memerlukan waktu untuk 

mendapatkannya dan harus ditentukan jangka waktunya.  

Sebagai wakil, Nasabah akan bertanggung jawab untuk membeli dan 

melakukan penyerahan atas barang secara langsung dari penyedia pada 

tanggal penyerahan sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan transaksi 

yang telah disetujui oleh Bank.  

Nasabah tidak diperbolehkan mengadakan perubahan, 

pengesampingan, atau pembatalan terhadap pembelian, dan tidak ada 

ketentuan manapun yang dijadikan dasar bagi Nasabah untuk membatalkan 

pembelian tersebut tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank. 

Sebelum membahas lebih dalam tentang murabah, berikut adalah Rukun 

beserta Syarat dari Murabahah yang termuat dalam Ilmu Fiqih Muamalah: 

Rukun Murabahah: 

a. Ba‟I = penjual/ pihak yang memiliki barang 

b. Musytari    = pembeli 

c. Mabi‟ = barang yang akan diperjual belikan 

d. Tsaman = harga 

e. Ijab Qabul = pernyataan timbang terima 

Syarat Murabahah 

a. Penjual memberitahau biaya barang kepada nasabah 

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan 
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c. Kontrak harus sesuai tidak mengandung riba 

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang 

sesudah pembelian 

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 

misalkan apabila pembelian dilakukan secara utang. 

5. Produk KUR Mikro 

Merupakan Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan 

investasidengan plafond diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta. 

 Keunggulan dari produk kur mikro bsi ini adalah Proses mudah dan 

cepat, Bebas biaya provisi dan administrasi, Berbagai skema sesuai dengan 

kebutuhan produktif nasabah, Angsuran ringan.  

Dengan Syarat Umum :  

a) WNI cakap hukum,  

b) Usia Minimal 21 tahun atau telah menikah,  

c) Usaha minimal telah berjalan 6 bulan dan   

Dokumen yang diperlukan :  

a) Copy KTP  nasabah dan pasangan,  

b) Copy Kartu Keluarga/akta nikah,  

c) Legalitas usaha nasabah. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama, judul, 

Tahun 

Link 

Artikel 

Jurnal 

Rumusan Masalah Metode penelitian Hasil dan Kesimpulan Persamaan Perbedaan 

1 Alim, 

Nurkomalasari, 

Pembiayaan 

Murabahah Bil 

Wakalah Di 

Koperasi Mitra 

Dhu‟afa Cirebon 

Perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah, 

2018 

 

https://my

campaignj

ournal.ami

.sch.id/ind

ex.php/mc

j/article/d

ownload/6

6/75 

Bagaimanakah 

Pembiayaan 

Murabahah Bil 

Wakalah Di 

Koperasi Mitra 

Dhu‟afa Cirebon 

dalam Perspektif 

Hukum Ekonomi 

Syariah 

kualitatif dan 

metode penelitian 

studi kasus 

 

Praktik pembiayaan murabahah 

bil 

wakalah di KOMIDA Cirebon 

jika ditinjau 

dari Hukum Ekonomi Syariah 

telah 

memenuhi syarat dan rukun 

dalam 

transaksi dan dipandang sah 

Variable, 

metode 

penelitian 

Obyek 

2 Lysa Maryam, 

Penerapan Akad 

Murabahah Bil 

Wakalal Pada 

Produk Unit 

Mikro BRI 

SAYRIAH KCP 

Rogojampi 

Banyuwangi 

http://jour

nal.um-

surabaya.a

c.id/index.

php/JE/art

icle/downl

oad/2960/

1985 

Bagaimana 

Penerapan akad 

Murabahah Bil 

Wakalah Pada 

Produk Unit Mikro 

di BRI Syariah 

KCP Rogojampi 

Banyuwangi 

kualitatif dan 

penelitian lapangan 

(fieldresearch) 

BRI Syariah KCP Rogojampi 

Banyuwangi sudah menerapkan 

proses akad Murabahah Bil 

Wakalah Pada Produk Unit 

Mikronya 

Metode 

penelitian, 

variable 

Obyek, produk 

https://mycampaignjournal.ami.sch.id/index.php/mcj/article/download/66/75
https://mycampaignjournal.ami.sch.id/index.php/mcj/article/download/66/75
https://mycampaignjournal.ami.sch.id/index.php/mcj/article/download/66/75
https://mycampaignjournal.ami.sch.id/index.php/mcj/article/download/66/75
https://mycampaignjournal.ami.sch.id/index.php/mcj/article/download/66/75
https://mycampaignjournal.ami.sch.id/index.php/mcj/article/download/66/75
https://mycampaignjournal.ami.sch.id/index.php/mcj/article/download/66/75
https://mycampaignjournal.ami.sch.id/index.php/mcj/article/download/66/75
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/download/2960/1985
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/download/2960/1985
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/download/2960/1985
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/download/2960/1985
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/download/2960/1985
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/download/2960/1985
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/download/2960/1985
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/download/2960/1985
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3 Fauziah dkk, 

Analisis 

Implementasi 

Akad Hybrid 

Contract 

Murabahah bil 

Wakalah di Bank 

BJB Syariah Kc 

Bogor Jabar 

 

http://jour

nal.laaroib

a.ac.id/ind

ex.php/el

mal/article

/view/532/

435 

Bagaimana 

implementasi akad 

hybrid contract 

pada murabahah 

bil wakalah di 

Bank BJB Syariah 

Cabang Bogor 

kualitatif dan 

penelitian lapangan 

(field 

research) 

pelaksanaan pembiayaan 

murabahah bil wakalah pada 

Bank BJB Syariah Cabang 

Bogor sudah sesuai dengan 

fatwa DSN-MUI Nomor: 

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

murabahah 

Metode 

penelitian, 

variable 

Obyek 

penelitian 

4 Evarianti dkk, 

Praktek Akad 

Murabahah Bil 

Wakalah Di Bms 

Uinsa Perspektif 

Kaidah Fikih 

Ekonomi 

 

http://jurn

alfebi.uins

by.ac.id/in

dex.php/el

qist/article

/view/224/

165 

bagaimana 

mekanisme 

murabahah bil 

wakalah ditinjau 

dari kaidah fikih 

ekonomi 

kualitatif dan 

metode penelitian 

studi kasus 

akad murabahah bil wakalah ini 

juga menghilangkan mudharat 

yaitu 

menggantikan sistem riba di 

bank konvensional 

Metode 

penelitian, 

variable 

Obyek 

Penelitian 

5 Mujiburrido, 

Penerapan Fatwa 

Dsn Mui Tentang 

Murabaha 

Bilwakalah Di 

Bmt Bina Ihsanul 

Fikri (Bif) 

Bugisan, 

Yogyakarta   

 

http://ejou

rnal.uin-

suka.ac.id/

syariah/az

zarqa/artic

le/viewFil

e/1872/17

01 

Bagaimana 

Penerapan Fatwa 

Dsn Mui Tentang 

Murabaha 

Bilwakalah Di 

Bmt Bina Ihsanul 

Fikri (Bif) 

Bugisan, 

Yogyakarta 

kualitatif dan 

metode penelitian 

studi kasus 

penerapan pembiayaan murabahah 

bil wakalah di BMTBIF Bugisan 

dilakukan dengan dua akad 

terpisah antara akad murabahah 

dan akad wakalah, Menurut Fatwa 

DSN Nomor 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang murabahah 

praktek di lapangan kurang sesuai 

dengan ketentuan umum 

murabahah dalam bank syariah 

pasal 9 

Metode 

penelitian, 

variable 

Obyek 

penelitian 

http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/532/435
http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/532/435
http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/532/435
http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/532/435
http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/532/435
http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/532/435
http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/532/435
http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/224/165
http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/224/165
http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/224/165
http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/224/165
http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/224/165
http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/224/165
http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/224/165
http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/viewFile/1872/1701
http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/viewFile/1872/1701
http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/viewFile/1872/1701
http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/viewFile/1872/1701
http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/viewFile/1872/1701
http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/viewFile/1872/1701
http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/viewFile/1872/1701
http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/viewFile/1872/1701
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6 Nasrudin, 

Implementasi 

Akad Murabahah 

Bil Wakalah Pada 

Produk Kur Mikro 

Di Bsi Kcp 

Genteng 

Banyuwangi 

Menururt 

Perspektif 

Ekonomi Syariah 

 Bagaimanakah 

penerapan akad 

murabahah bil 

wakalah di BSI 

KCP Genteng 

Banyuwangi 

dalam perspektif 

ekonomi syariah 

kualitatif dan 

metode penelitian 

studi kasus 

 Metode 

penelitian, 

variable 

Obyek 

Penelitian, 

produk 

Sumber: Data Primer di Olah 
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C. Alur Pikir 

Pada penelitian ini, alur pikirnya dijelaskan dalam tabel dibawah ini 

mulai fokus  masalah sampai hasil sebagaimana gambar dibawah ini: 

Gambar 2.1 Alur Pikir 

 

Sumber: Data Primer di O 

lah 

Sumber: Data Primer di Olah 

Analisis Data 

Interaktif Model 

Keabsyaha 

nData 

Trianggulasi 

 

 

Fokus masalah 

-Bagaimanakah penerapan akad 

murabahah bi wakalah pada 

produk KUR Mikro di BSI KCP 

Genteng Banyuwangi. 

-Bagaimanakah penerapan akad 

murabahah bil wakalah di BSI 

KCP Genteng Banyuwangi 

dalam perspektif ekonomi 

syariah 

KajianTeori 

1. Pengertian Akad Murabahah 

2. Pengertian Akad Wakalah 

3. Pengertian Akad Murabahah Bil 

Wakalah 

Kajian Empiris 

1. Implementasi Akad Murabahah Pada 

Produk Pembiayaan Kredit Pemilikan 

Rumah (Kpr) Di Bank Syariah Mandiri 

Kc Bojonegoro Menurut Hukum 

Ekonomi Syariah 

2. Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di 

Koperasi Mitra Dhu‟afa Cirebon 

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 

3. Praktek Akad Murabahah Bil Wakalah 

Di Bms Uinsa Perspektif Kaidah Fikih 

Ekonomi 

4. Analisis Implementasi Akad Hybrid 

Contract Murabahah bil Wakalah di 

Bank BJB Syariah Kc Bogor Jabar 

5. Penerapan Fatwa Dsn Mui Tentang 

Murabaha Bilwakalah Di Bmt Bina 

Ihsanul Fikri (Bif) Bugisan, Yogyakarta  

 

Pengunpulan Data 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

Obyek  Penelitian 

BSI KCP Genteng Banyuwangi 

Hasil 

IMPLEMENTAS AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA 

PRODUK KUR MIKRO DI BSI KCP GENTENG BANYUWANGI 

MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian studi kasus, dikarenakan penelitian ini adalah penelitian yang 

nantinya akan dituangkan  dalam bentuk laporan dan uraian, jadi tidak 

menggunakan angka-angka statistik.  

Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus adalah penelitian 

yang meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada 

kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai bentuk data 

kualitatif (Creswell, 2015) 

Kualitatif adalah`penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

data-data tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati 

(Rusli, 2013)Proses penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan 

temuan-temuan yang benar-benar manfaat sehingga diperlukan perhatian 

yang serius terhadap beberapa hal yang diperlukan. 

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian 

berlandaskan pada filsafat postpositiveme yang digunakan utu meneliti obyek 

ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 

purposive dan snowbat, teknik pengumpulan dengan trianggulasi 

(gabungan), analisis data yang bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono:2013).  
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peelitian 

studi kasus, studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial  

(yin 2015) 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian  

penelitian ini dilakukan di BSI KCP Genteng Banyuwangi. Adapun 

peneliti memilih penelitian di BSI KCP Genteng Banyuwangi,  karena BSI 

KCP Genteng Banyuwangi merupakan tempat peneliti dulu melakuan 

magang. Waktu penelitian akan dimulai tanggal 1 Januari 2022 sampai 

dengan 1 Juli 2022. Selama melakukan penelitian, peneliti akan melakukan 

wawancara kepada beberapa pihak, baik nasabah dan juga anggota aktif di 

BSI KCP Genteng Banyuwangi untuk mendapatkan informasi. 

C. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi 

dan kondisi latar penelitian (Sugiyono, 2011).Dalam penelitian ini peneliti 

menentukan informan menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik 

pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih 

betul- betul memiliki kriteria sample) (Sugiyono, 2011). 

Untuk memperoleh data tentang implementasi akad murabahah bil 

wakalah di BSI KCP Genteng Banyuwangi yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini, maka peneliti akan mengambil beberapa pihak untuk dijadikan 

sebagai informan diantaranya, Branch Manager, beberapa pihak yang 

melayani pembiayaan KUR MIKRO, dan juga nasabah BSI KCP Genteng 

Banyuwangi. 
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D. Data dan  Sumber Data  

Sumber data merupakan tempat dimana memperoleh data yang 

berupa dokumen-dokumen, manusia, artefak, dengan metode tertentu. 

Kegiatan yang dilakukan pada penelitian kualitatif ini dilakukan senantiasa 

bertujuan untuk memperoleh suatu informasi yang diperlukan serta 

dilakukan secara sadar dan terarah (Sugiyono 2013) 

Dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan 

sumber primer dan sumber skunder, sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data pada pengumpulan data (Abdullah dan saebani204: 

204). Data primer adalah data yang secara langsung di peroleh oleh 

peneliti dari sumber data pertama yang berada dilokasi penelitian atau 

obyek penelitian (Bungin, 2004) 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

member data kepada pengumul data. Misalnya melalui orang lain atau 

lewat dokumen.  

Data sekunder merupakan data pendukung yang memiliki fungsi sebagai 

pendukung atau penguat data utama.Adapun data pendukung yang 

digunakan dari data-data pendukung seperti buku, jurnal penelitian, 

laporan-laporan ilmiah skripsi, dokumen pemerintahan dan dapat 

menjadi rujukan penelitian ini seperti internet dan lain sebagainya 

(Sugiyono 2015). 
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Data sekunder bertujuan untuk menjelaskan suatu masalah secara 

detail dan menjadikan lebih operasional dalam penelitian, karena 

berdasarkan data sekunder yang ada. Sumber bisa berupa hasil 

pencatatan maupun yang sumbernya dari media elektronik dan cetak 

yang masih ada kecocokan dengan penelitian ini. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang akan 

dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, yang merupakan langkah 

paing strategi dalam  penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan 

mekanismenya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 

standar data yang diperlukan (Abdullah dan saebani 2014). 

Data penelitian kualitatif dari sumber data dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data dikelompokkan menjadi dua, yakni metode bersifat 

interaktif dan noninteraktif (Mantja, 2007). 

Dilihat dari segi cara atau teknik dan mekanisme pengumpulan data 

dapat dilakukan dengan teknik observasi (pengamatan), interview 

(wawancara), kuesioner, dokumentasi, atau gabungan keempatnya. Dalam 

penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural setting 

(kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data 

lebih banyak observasi, wawancara, dan dokumentasi (Abdullah dan saebani, 

2014)  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  
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1. Observasi  

Observasi adalah studi yang terencana dan sistematis tentang 

fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan (Gunawan, 2017). 

Observasi adalah teknik mengamati dan mendengar dalam rangka 

memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena (kejadian, 

peristiwa, perilaku, keadaan, benda dan lainnya) dengan cara mencatat, 

merekam, memotret fenomena tersebut untuk memperoleh data.  

Teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa 

peristiwa, tempat, lokasi, benda dan rekaman gambar (Rusli dan Qaderei 

2014). 

2. Wawancara  

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu, merupakan tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih 

berhadap-hadapan secara fisik (Gunawan, 2017).  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

dialog atau percakapan lansung antara peneliti dengan orang yang 

diwawancarai berkaitan dengan topik penelitian, sehingga diperoleh data-

data yang diperlukan penelitian (Helaluddin & Wijaya, 2019). 

Dalam melaksanakan teknik wawancara (interview), pewawancara 

harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia 

bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi 

yang sebenarnya.  
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Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah secara terstruktur 

(tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang 

akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan 

dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan 

menghindari pembicaraan yang terlalu melebar.Selain itu juga digunakan 

sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan penulis melalui pertanyaan 

yang muncul ketika kegiatan wawancara berlansung (Arikunto, 2002). 

Teknik ini untuk memperkuat data yang telah digali melalui teknik 

observasi. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti sehingga data yang diperoleh lengkap, sah, dan bukan perkiraan 

(Gunawan & Ade Sukarna, 2016). 

Menurut Sugiyono dalam Gunawan (2017) “dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya monumental dari seseorang. Dokumentasi hanya nama lain analisis 

tulisan atau analisis terhadap isi visual dari suatu dokumen”. Peneliti 

menganalisis data yang diperoleh dari informan melalui wawancara, hasil 

pencatatan yang dilakukan peneliti. 

Dokumentasi sangatlah penting digunakan untuk penelitian karena 

dengan dokumentasi kita dapat memperoleh penelitian yang benarbenar 

kongkret dan agar sesuai dengan yang kita harapkan serta dapat menjadi 

bukti keaslian temuan tersebut.Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan 
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data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang ada dalam administrasi di 

BSI KCP Genteng Banyuwangi. 

F. Keabsahan data  

Penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencari 

kebenaran. Untuk mendapatkan kebenaran diperlukan serangkaian langkah 

yang dapat menuntun peneliti untuk menghasilkan sesuatu yang tidak 

menyimpang dari keadaan yang sebenarnya dari sarana penelitian atau 

dengan kata lain untuk mendapatkan kebenaran.  

Pada penelitian ini keabsahan yang digunakan yakni triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu.Teknik triangulasi yang banyak digunakan 

yaitu pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong, 2016).Denzin, dalam 

Gunawan (2017) “membedakan empat macam triangulasi, yaitu triangulasi 

sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi 

teoritik”.Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan 

pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan trianggulasi sumber data dan 

teknik. 

Dalam teknik pengumpulan data, trianggulasi diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada.Apabila peneliti 

melakukan pengumpulan data dengan trianggulasi, sebenarnya peneliti 

mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas, yaitu mengecek 

kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai 

sumber data. Berikut macam-macam trianggulasi yaitu: 
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a. Trianggulasi teknik, berarti peneliti menggunaka teknik pengumpulan 

data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang 

sama. 

Gambar 3.1 

Triangulasi Teknik Pengumpulan Data 

Sumber: Sugiyono (2015) 

 

b. Trianggulasi sumber, berarti untuk mendapatkan data dari sumber 

yang berbeda-beda denagn teknik yang sama. 

Gambar 3.2 

Triangulasi Sumber Pengumpulan Data 

Sumber: Sugiyono (2015) 

 

 

 

Tujuan trianggulasi bukanlah untuk mencari kebenaran tentang 

beberapa fenomena, melainkan lebih pada pendekatan pemahaman penelitian 

(Abdullah dan Saebani, 2014) 
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G. Analisis data  

Menurut Bogdan yang dikutip oleh Sugiyono (2013) Analisis data 

ialah proses mencari dan menyusun yang dilakukan dengan cara yang 

sistematis, dan diperoleh dari hasil kegiatan wawancara, catatan di lapangan, 

serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data tersebut kedalam 

kategori, lalu menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting untuk 

mendukung data pokok dan mana yang akan dipelajari, dan membuat 

penarikan sesuai kesimpulan sehingga data yang ada mudah difahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data model Miles and huberman, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah selama pengumpulan data dan 

periode tertentu. Analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktivitas analisis data yaitu, pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 

2013:430) 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013:) 
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2. Reduksi data  

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan 

kecerdasan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang 

masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman 

atau orang lain yang dipandang ahli.  

Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, 

sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan 

pengembangan teori yang signifikan (Sugiyono, 2013) 

3. Penyajian data 

Penyajian data yaitu memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan dari sekumpulan informasi yang telah 

tersusun.Penyajian data yang dapat dilakukan dalam penelitian kualitatif 

dapat berupa tabel, grafik, grafik lingkaran, pikogram, dan sejenisnya.Data 

secara otomatis akan terorganisasi dalam pola hubungan yang mudah 

dipahami melalui penyajian data tersebut (Abdullah dan Saebani, 2014) 

4. Penarikan kesimpulan 

Analisisadata kualitataif menurut miles dan huberman adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.  

Akan tetapi jika kesimpulan yang akan dikemukakan pada tahap awal 

didukung bukti-bukti yang valid saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah 

kesimpulan yang kredibel. 



 

 

 

 

BAB IV 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

A. GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

1. Sejarah dan Kegiatan  Oprasional Perusahaan 

PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah Bank (Perbankan) Syariah 

yang didirikan pada 01 Februari 2021 yang bertepatan  dengan 19 Jumadil 

Akhir 1442H yang menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah 

Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank 

Syariah Indonesia (BSI). 

Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank 

Syariah sehingga memghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan 

lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan  yang lebih baik. Didukung 

sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen 

pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia  didorong 

untuk dapat bersaing ditingkat global. 

Penggabungan tiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk 

melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang di harapkan menjadi 

energi baru pembangun ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap 

kesejahteraan masyarakat luas.Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga 

menjadi cerminan wajah PerBankan Syariah di Indonesia yang Modern, 

Universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (rahmatan 

lil‟alamin). 
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Bank Syariah Indonesia merupakan penggabungan (merger) dari 3 

(tiga) Bank BUMN yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah 

dan PT Bank Syariah Mandiri. Dengan merger ini maka PerBankan Syariah 

di Indonesia akan menjadi lebih inovatif, lebih bermanfaat, dan lebih kuat 

sehingga bisa menjadi bagian dari motor pembangunan Indonesia.  

Adapun Visi PT. Bank Syariah Indonesia ini adalah Menjadi Salah 

Satu dari 10 Bank Syariah Terbesar Berdasarkan Kapitalisasi Pasar Secara 

Global dalam Waktu 5 Tahun ke  Depan.BSI KCP Genteng Banyuwangi 

awalnya adalah  anak cabang dari Bank BRI Syariah yang kemudian resmi 

menjadi Bank Syariah Indonesia sejak tanggal persetujuan kemenkum dan 

HAM terhadap perubahan anggaran Dasar PT Bank BRI Syariah yang akan 

berubah nama menjadi PT. Bank Syariah Indonesia  yaitu pada tanggal 1 

Februari 2021. 

Bank BSI KCP Genteng Banyuwangi  sebagai Bank Syariah yang 

digerakkan oleh nilai-nilai islami, amanah adalah bagian utama dari Bank 

BSI KCP Genteng Banyuwangi. Amanah inilah yang memberi makna bagi 

kredibilias, akuntabilitas, dan tanggung jawab dari Bank BSI KCP Genteng 

Banyuwangi  sendiri.  

Adapun macam-macam produk pembiayaan pada Bank BSI KCP 

Genteng Banyuwangi  yang banyak diminati oleh masyarakat diantaranya 

adalah : iB Hasanah Card, Pembiayaan Griya iB Hasanah, Pembiayaan Haji 

iB Hasanah, Multiguna iB Hasanah , Usaha Kecil iB Hasanah dan lain-

lainnya. 
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Dengan layanan Syariah, Bank BSI KCP Genteng Banyuwangi  

memiliki produk yang banyak diminati oleh masyarakat salah satunya adalah 

produk dana talangan haji. Dana talangan haji pada dasarnya dalam rangka 

mempermudah masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. 

Produk ini menggunakan akad qardh dan ijarah yang bekerja sama 

dengan Departemen Agama RI berdasarkan Sistem Komputerisasi Terpadu, 

yaitu suatu system yang dirancang untuk alat kontrol, penampungan data dan 

pengolahan data dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji.  

Produk Talangan Haji merupakan produk yang prospeknya bagus 

karena banyak orang muslim ingin sekali menunaikan ibadah haji, akan 

tetapi selalu terbentur masalah biaya yang sangat mahal, oleh karena itu 

peranan perbankan syariah sangat besar disini.  

Bank bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan atau 

berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. 
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2. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas 

Struktur Organisasi perusahaan BSI KCP Genteng Banyuwangi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSI KCP Genteng Banyuwangi  

Sumber :Data diolah 
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Keterangan Tugas Dan Tanggung Jawab: 

BM (Branch Manager): Dwi Ismanto 

a) Mengkoordinasi dan menetapkan rencana kerja tahunan 

b) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan 

c) Menetapkan kebutuhan dan strategi pengembangan SDI 

d) Melakukan analisis terhadap kondisi perusahaan setiap bulan 

e) Menilai, memutuskan, dan melegalisasi kegiatan non operasional 

f) Mengkoordinasikan seluruh sarana dan kegiatan untuk mancapai target 

yag telah ditetapkan 

BOSM (Branch Officer Service Manager): Wahyudi Kurniawan 

a) Membantu rencana kerja minggu/bulanan di bagiannya 

b) Mengkoordinasika dan menetapkan serta mengevaluasi targetkerja 

seluruh pegawai bawahannya langsung 

c) Melakukan supervisi terhadap proses pekerjaan dibawah koordinasinya  

d) Mengkaji dan mengusulkan permintaan barang atau peralatan kerja 

CBRM (Consumer Bussines Relationship Manager):  Regha Martinagusti 

Adiatma 

a) Bertanggungjawab dalam upaya meningkatkan kemampuan dan 

pemahaman produk-produk perusahaan  

b) Melaksanakan pengumpulan data/informasi mengenai perkembangan 

ekonomi, pembangunan dan dunia usaha stempat untuk dijadikan 

indicator pengembangan usaha perusahaan. 
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c) Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaska Branch Manager 

MS(Micro Staff), MRTL (Micro Relationship Team Leader), FTS (Funding 

Transaction Staff): Irawan Teddy W,  Eko Mujiarto, Faizul Muqorrobin 

a) Memasarkan produk  

b) Pemberkasan kelengkapan datayang diminta dan penilaian kelayakan 

c) Melakukan akad pembiayaan 

d) Monitoring nasabah 

CS (Custemmer services): Anies Yulinda W. 

a) Memberikan pelayanan kepada nasabah tentang produk, syarat, dan tata 

caranya 

b) Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan 

c) Melayani permintaan nasabah untuk melakukan penutupan buku 

d) Melayani permintaan buku cek/bilyet giro 

Teller: Erfina Fitriani 

a) Menerima setoran tunai dan non tunai 

b) Melakukan pembayaran 

c) Mengambil/menyetor uang dari/ke Bank Indonesia Kantor Pusat/CaPem  

lain, atau tempat lain sesuai tugas 

d) Mengamankan dan menyimpan uang tunai, surat berharga, dan membuat 

laporan sesuai bidangnya 

BO (Back Office): Samsul Fadilah ST 

a) Mengelola kas kecil 
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b) Melakukan pencatatan transaksi non tunai dan tidak berintraksi langsung 

dengan nasabah 

c) Mengelola laporan keuangan 

d) Melakukan pengelolaan data 

e) Administrasi  

3. Visi dan Misi Perusahaan 

a. Visi 

Menjadi Salah Satu dari 10 Bank Syariah Terbesar Dunia 

b. Misi Bank BSI (KCP Genteng Banyuwangi  Genteng Banyuwangi) 

1) Memberikan akses solusi Keuangan Syariah.  

2) Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para 

pemegang saham . 

3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebangaan para tallenta terbaik. 

4. Tujuan Perusahaan 

a) Sebagai lembaga menyalurkan dana dari orang yang kelebihan dana 

kepihak yang membutuhkan dana 

b) Sebagai Lembaga yang dapat menghimpun dana 

c) Sebagai penggerak pembangunan melalui pinjam dana 

d) Sebagai tempat investasi bagi para nasabah 

5. Produk Perusahaan 

Produk perusahaan di BSI KCP Genteng Banyuwangi  dibedakan ada 

3 yaitu; 

a. Produk mikro 
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Produk mikro adalah produk program pemerintah dipertukukan bagi 

usaha layak dan produktif sesuai prinsip Syariah. BSI KCP Genteng 

Banyuwangi  usaha mikro memberikan bantuan pembiayaan mulai dari Rp.5 

jt hingga Rp.500 jt dengan tenor 60 bulan, 

Kredit usaha rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan modal 

kerja dan investasi kepada debitur. KUR di bedakan menjadi dua yaitu ; 

1) Super mikro( dengan nominal pinjaman 5 jt -50 jt) dengan tanpa 

jaminan. 

2) Mikro (dengan nominal pinjaman (50 jt- 500 jt) dengan jaminan). 

b. Produk custemer pada BSI KCP Genteng Banyuwangi  yaitu; 

1) Pembiayaan OTO 

Pembiayaan kredit oto yang di khususkan pada sepedah motor dan 

mobil. 

2) Pembiayaan Griya 

3) Pembiayaan Mitra guna berkah 

4) PembiayaanPensiunan 

c. Produk layanan 

1) Tabungan berencana 

BSI KCP Genteng Banyuwangi  memiliki produk tabungan 

berencana, tabungan berencana adalah tabungan berjangka Syariah yang 

memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian 

target dana yang telah ditetapkan. 

2) Tabungan easy mudharabah 
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Tabungan easy mudharabah  dan Tabungan easy wadiah di  BSI 

KCP Genteng Banyuwangi  adalah tabungan produk unggulan dari KCP. 

BSI KCP Genteng Banyuwangi  tabungan yang mendapatkan fasilitas 

kartu ATM dan layanan mobile bangking dan perbedaannya esay 

mudharabah lebihcondong ke; 

 Tidak ada biaya taraik tunai di ATM BSI dan ATM mandiri 

 Biaya transaksi di EDC Bank mandiri, dan Bank EDC Bank   

berjaringan prima gratis 

 ATM bisa digunakan di seluruh ATM BSI, mandiri, Bersama, 

prima, link, mesin ATM berlogo visa.  

 Mendapatkan bonus bagi hasil sebesar 8-13% dari total 

keuntungan pengelolaan dana nasabah. 

d. Tabungan easy wadiah 

1) Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan 

2) Tarik tunai di seluruh Bank mandiri gratis 

3) Kartu ATM bisa digunakan di seluruh ATM BSI, mandiri, 

Bersama, prima, link, mesin ATM berlogo visa.  

4) Transaksi di EDC Bank mandiri, dan Bank EDC Bank 

berjaringan prima tidak di kenakan biaya administrasi. 

e. Tabungan haji 

Selain tiga produk tabungan di atas BSI KCP Genteng Banyuwangi  

juga memeiliki produk tabungan haji ,tabungan haji ini menggunakan 

prisnsip Syariah  dengan akad wadiah dan mudharabah, nasabah 
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mendapatkan fasilitas kartu ATM dan e-chanel apabila telah terdaftar 

dikementrian agama. 

B. VERIFIKASI DATA LAPANGAN 

1. Pengaplikasian Murabahah bil Wakalah di BSI Kcp Genteng 

Banyuwangi 

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang tidak ada 

hubungannya dengan pembiayaan, namun bentuk jual beli ini kemudian 

digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain, 

sehingga menjadi bentuk pembiayaan. 

Dalam pelaksanaan akad ini, Bank BSI Kcp Genteng Banyuwangi 

memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang 

diperlukan untuk usaha nasabah atas nama bank. 

 Selanjutnya, Bank BSI Kcp Genteng Banyuwangi menjual barang 

kepada nasabah dimana harga jual barang tersebut adalah harga pokok 

barang ditambah margin keuntungan yang total seluruhnya akan dibayar oleh 

nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara bank 

dan nasabah. 

Jadi awalnya itukan nasabah mengajukan ke kita, mengajukan 

permohonan. Apakah dia tujuannya adalah untuk pembiayaan, untuk 

modal kerja atau investasi atau konsumtif, kan ada tiga tujuan, modal 

kerja, investasi sama konsumtif. Syarat awal ketika pembiayaan, yang 

pertama adalah fotokopy KTP suami istri, fotokopy KK, fotokopy 

buku nikah trus legalitas usahanya misalnya keterangan usahnanya 

seperti Surat Ijin Usaha , fotocopy dokumen yang akan di jaminkan 

kepada pihak bank dan nanti disaat mau akad harus dia bawa 

aslinya. Dan pembiayaan di atas 50 jt itu harus ada NPWP. 

Dalam proses tersebut akad yang digunakan adalah akad murabahah 
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bil wakalah, dimana pihak bank mewakilkan pembelian barang kepada 

nasabah sepenuhnya, dengan syarat nasabah harus memberikan bukti 

pembelian barang kepada bank. 

Iye yang murabahah itu pake akad wakalah juga karena kalau kita 

mau beli barang katanya nasabah yang pergi beli sendiri, yang cari 

sendiri. Terus nanti itu barang yang saya beli langsung atas nama 

saya sendiri. 

 Setelah barang di diterima oleh nasabah, bank akan menjual kembali 

barang tersebut kepada nasabah dengan menambahkan margin, maksudnya 

adalah akad awal yang digunakan adalah akad wakalah kemudian setelah 

barang sudah berada di tangan nasabah barulah terjadi akad murabahah 

dimana bank akan menjual kembali barang tersebut kepada 

nasabah.(Wawancara Back Office Bapak Samsul Fadhilah) 

Semua murabahah pasti ada wakalah nya karena kalau mau secara 

syariah yang murni, di Indonesia belum ada syariah yang betul-betul 

kaffah, di akad wakalah dijelaskan bahwa pihak bank memberikan 

wakalah kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan apa 

yang menjadi kebutuhannya sesuai dengan DRP nya daftar rencana 

pembiayaannya. Pada akad wakalah nasabah mewakilkan bank 

membeli barang langsung atas nasabah atau langsung balik nama 

atas nama nasabah, misalnya ketika beli rumah beli mobil nanti 

langsung akan di balik nama kenasabahnya nantikan akan ada biaya-

biaya yang timbul nanti akan ditanggung oleh nasabah bukan bank 

yang tanggung karna kan kita hanya perjanjikan adalah harga 

barangnya dan margin bukan biaya-biaya. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa di Bank BSI KCP 

Genteng Banyuwangi belum ada syariah yang betul-betul murni, karena 

penerapan syaraiahnya belum betul-betul secara kaffah. Sebagaimana hal 

yang dijelaskan pasal-pasal dalam Fatwa DSN-MUI tentang penerapan akad 

murabahah sangat berbeda dengan akad murabahah yang diterapkan di Bank 
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BSI KCP Genteng Banyuwangi, Sehingga semua murabahah pada bank 

disertakan akad wakalah yaitu pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk 

melakukan pembelian barang dan dalam pembelianbarang tersebut langsung 

atas nama nasabah  

Gambar 4.2 

Skema Murabahah Bil Wakalah di BSI Kcp Genteng Banyuwangi 
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Dari skema diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut: 

1. Calon nasabah melakukan permohonan pembiayaan 

2. Pihak bank menganalisa kemampuan bank untuk selanjutnya 

diproses lebih lanjut 

3. Kemudian apabila permohonan tersebut diterima maka proses 

selanjutnya yaitu pencairan dana 

4. Pihak bank melakukan akad wakalah, yaitu memindahkan kuasa 

bank untuk membeli barang kepada nasabah 

5. Pihak nasabah akan membeli barang tersebut 

6. Nasabah harus memberikan bukti pembelian barang 

7. Kemudian terjadilah akan murabahah dimana bank akan menjual 

kembali barang tersebut dengan harga pokok ditambah dengan 

mergin 

8. Pindah kepemilikan dengan catatan notaris 

9. Bayar angsuran 

10. Monitoring 

Murabahah bil Wakalah adalah akad pembiayaan jual beli yang 

banyak digunakan oleh lembagaperbank syariah, termasuk BSI Kcp Genteng 

Banyuwangi dan hampir seluruh kegiatan pembiayaan menggunakan akad 

ini, bahkan presentasenya mencapai 90%.(Wawancara Unit Head AO Bapak 

Irawan). 

Semua murabahah pasti ada wakalah nya karena kalau mau secara 
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syariah yang murni, di Indonesia belum ada syariah yang betul-betul 

kaffah, di akad wakalah dijelaskan bahwa pihak bank memberikan 

wakalah kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan apa 

yang menjadi kebutuhannya sesuai dengan DRP nya daftar rencana 

pembiayaannya. Pada akad wakalah nasabah mewakilkan bank 

membeli barang langsung atas nasabah atau langsung balik nama 

atas nama nasabah, misalnya ketika beli rumah beli mobil nanti 

langsung akan di balik nama kenasabahnya nantikan akan ada biaya-

biaya yang timbul nanti akan ditanggung oleh nasabah bukan bank 

yang tanggung karna kan kita hanya perjanjikan adalah harga 

barangnya dan margin bukan biaya-biaya. 

 

Berikut adalah data jenis pembiayaan dengan akad Murabahah bil 

Wakalah di BSI Kcp Genteng Banyuwangi. 

Tabel 4.1 

Jenis Pembiayaan Dengan Akad Murabahah Bil Wakalah 

No. Pembiayaan 

1. MIKRO 

2. KONSUMER 

3. SME/RETAIL 

Sumber data: Data Nasabah BSI Kcp Genteng Banyuwangi 

Bentuk ideal dari operasional bank yaitu pendanaan = pembiayaan 

(Sukirno, 2015) namun yang terjadi adalah pendanaan < pembiyaan, 

dikarenakan kegiatan operasioanalnya cenderung kepada murabahah bil 

wakalah. Hal ini menyebabkan bank syariah dikenal dengan image bank 

murabahah islam, bukan lagi bank bagi hasil. 

Menurut pihak BO serta Unit HeadSamsul Fadhilah serta Irawan 
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Tedy, hal ini dikarenakan pihak bank tidak diizinkan untuk melakukan usaha 

perdagangan serta tidak diperbolehkan mempunyai persediaan barang 

dagang. Murabahah bil wakalah ini meliputi hampir seluruh produk 

pembiayaan seperti: Pembiayaan konsumtif, produktif, dan Modal kerja. 

Beberapa pokok atau garis besar mekanisme murabahah bil wakalah 

yang terjadi di BSI Kcp Genteng Banyuwangi yaitu: 

Tabel 4.2 

Pokok- pokok Mekanisme Murabahah Bil Wakalah  

1.  Bank memindahkan kuasa kepada nasabah untuk 

membeli barang atau kebutuhannya, sehingga 

pelaku pembelian barang disini adalah nasabah 

bukan bank, namun dana dari pihak bank sehingga 

barang tersebut secara prinsip menjadi milik 

bank.Bank kemudian menjual barang tersebut 

kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli 

plus keuntungan.(pasal 1:6) 

2.  
Barang yang dipeijual belikan tidak dilarang atau 

diharamkan oleh syariat Islam, barang harus bebas 

riba dan halal zatnya. (pasal 1:2) 

3.  Harga Beli: Transparansi bank dalam laporan harga 

pokok barang yang menjadi objek 

serta biaya-biaya yang dikeluarkan 
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dalam rangka perolehan barang 

dalam akad murabahah bil wakalah, 

bank harus jujur.(pasal 1:6)  

Harga Jual: Bank kemudian menjual barang 

tersebut kepada nasabah dengan 

harga jual senilai harga beli plus 

keuntungan.(pasal 1:6) Sesuai dengan 

fatwa DSN MUI No 16 tahun 2000 

Harga dalam jual beli murbahah 

adalah harga beli dan biaya yang 

diperlukan ditambah dengan 

keuntungan sesuai dengan 

kesepakatan.(pasal 1:1, Fatwa DSN 

No. 16/IX/20000) 

4.  
Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah 

untuk membeli barang, akad jual beli muarabahah 

harus dilakukan setelah barang secara prinsip 

menjadi milik bank.Jika bank menerima 

permohonan tersebut ia harus membeli terlebih 

dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan 

pedagang. 

Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada 

nasabah dan nasabah harus menerimanya atau 
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membeli sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut 

mengikat, kemudian kedua belah pihak harus 

membuat kontrak jual beli.(pasal 2:2-3) 

5.  Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta 

nasabah untuk membayar uang muka saat 

menandatangani kesepakatan awal 

pemesanan.(pasal 2:4) 

6.  
Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah 

serius dengan pesanannya.(pasal 3:1)Minimal nilai 

jaminan yaitu 125% dari plafond pembiayaan. 

7.  
Jika dalam jual beli murabahah bank mendapat 

diskon dari Supplier, maka harga barang menjadi 

harga setelah diskon, karena diskon adalah hak 

nasabah, jika pemberian diskon setelah akad, 

pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan 

perjanjian/persetujuan yang dimuat dalam 

akad.(pasal 1:3-4, Fatwa No. 16/2000) 

8.  
Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan 

pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat 

dari waktu yang telah disepakati, bank boleh 

memberikan potongan dari kewajiban pembayaran 
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tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam 

akad.Besar potongan sebagaimana dimaksud diatas 

diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan 

bank.(pasal 1:1-2, Fatwa No. 23/2002) 

9.  
Sanksi didasarkan pada prinsip ta‟zir yaitu bertujuan 

agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan 

kewajibannya, sanksi dapat berupa denda sejumlah 

uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan 

dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang 

berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana 

sosial.(Pasal 1:3-6, Fatwa No. 17/2000) 

10.  
1. sengaja atau lalai, menyimpang dari akad dan 

menimbulkan kerugian. 

2. kerugian riil adalah biaya-biaya yang 

dikeluarkann dalam rangka penagihan hak 

yang seharusnya diterima. 

3. real lost not opportunity lost. 

4. Besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan 

dalam akad.(Fatwa No.43/2004) 

Sumber: Data di olah 

 

a) Prinsip Pembiayaan Murabahah bil Wakalah  

Berikut adalah Prinsip Pembiayaan dalam akad Murabahah bilWakalah 

di BSI Kcp Genteng Banyuwangi: 
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1. Pembiayaan Murabahah dapat digunakan untuk tujuan konsumtif seperti 

pembelian kendaraan bermotor, rumah dan alat rumah tangga lainnya 

maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja ataupun investasi. 

2. Pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah harus 

dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notariil atau di 

bawah tangan. 

3. Saat penyusunan perjanjian Pembiayaan Murabahah, Bank (sebagai 

penjual) menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian 

Obyek Pembiayaan kepada Nasabah (sebagai pembeli) seperti harga pokok, 

margin, kualitas dan kuantitas Obyek Pembiayaan yang akan 

diperjualbelikan. 

4. Dalam kontrak perjanjian Pembiayaan Murabahah harus tertera dengan 

jelas bahwa Bank menjual Obyek Pembiayaan kepada Nasabah dengan 

Harga Jual yang terdiri atas Harga Perolehan dan Margin. 

5. Harga Perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan Bank untuk 

memiliki Obyek Pembiayaan ditambah dengan biaya-biaya yang terkait 

langsung dengan pengadaan barang dan harus dinyatakan dengan jelas dan 

transparan oleh Bank. 

6. Biaya-biaya yang terkait langsung yang dapat diperhitungkan ke dalam 

penetapan Harga Perolehan antara lain biaya pengiriman dan biaya yang 

dikeluarkan oleh Bank dalam rangka memelihara dan/atau meningkatkan 

nilai barang. 

7. Nasabah sebagai Pembeli berjanji untuk membayar Harga Jual yang 
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disepakati atas Obyek Pembiayaan secara cicil atau tunai kepada Bank pada 

jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak 

perjanjian. 

b) Standar Obyek Pembiayaan Murabahah dan Kepemilikannya 

Obyek Pembiayaan Murabahah harus merupakan barang-barang, atau 

barang yang dikombinasikan dengan jasa, yang memenuhi prinsip- prinsip 

Syariah yang diatur dalam UU Nomor 21 tentang Perbankan Syariah dan 

memiliki spesifikasi yang dinyatakan dengan jelas dalam kontrak perjanjian. 

Spesifikasi obyek pembiayaan yang dinyatakan dengan jelas meliputi antara 

lain namun tidak terbatas pada: 

1) Kriteria barang yang meliputi sifat, jenis, dan tipe barang. 

2) Kuantitas barang yang meliputi jumlah atau unit barang. 

3) Jenis obyek yang ditransaksikan Murabahah secara paket (jizaf) dan 

obyek terkait lainnya yang menjadi satu kesatuan. 

Obyek Pembiayaan Murabahah maupun kegiatan usaha yang di-

selenggarakan menggunakan obyek pembiayaan tersebut harus terhindar dari 

sifat-sifat yang melanggar prinsip Syariah seperti: 

1. Riba, penambahan pendapatan secara batil akibat pertukaran barang sejenis 

yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (riba fadhl) atau 

dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah 

penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok 

pinjaman karena berjalannya waktu (riba nasi‟ah). 

2. Maysir, transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti 
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dan memiliki probabilitas mengambil keuntungan atas kerugian pihak lain. 

3. Gharar, transaksi dengan menggunakan obyek yang tidak jelas, tidak 

dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada 

saat transaksi dilakukan 

4. Haram, baik obyek maupun transaksi yang dilarang oleh syariah 

5. Zalim, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi satu pihak 

c) Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah bil Wakalah di BSI Kcp 

Genteng Banyuwangi 

1. Proses Pengajuan Pembiayaan 

a. Nasabah melakukan pengajuan permohonan pembiayaan kepada Bank. 

Dalam hal ini, nasabah wajib memberikan data-data identitas diri seperti: 

Fotokopi KTP, Fotokopi Surat Izin Usaha, Rekening Tabungan, laporan 

keuangan/catatan transaksi, catatan penjualan, dan sebagainya yang 

berhubungan dengan catatan usaha nasabah tersebut. 

b. Bank melakukan interview dengan nasabah untuk mengetahui kegunaan 

pembiayaan yang dilakukan, apakah konsumtif atau produktif. 

c. Bank memberlakukan jaminan untuk nasabah yang hendak melakukan 

pembiayaan, tujuannya agar ketika nasabah mengalami kemacetan 

pembiayaan, jaminan tersebut mampu mengcover pembiayaan yang macet 

tersebut. Besarnya nilai jaminan yaitu 125% lebih besar dari pembiayaan 

yang diajukan. 

d. Menganalisis usaha nasabah, stabil atau tidak, kemudian apakah usahanya 

halal atau tidak. Minimal usaha sudah berjalan selama 6 bulan . 
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e. Bank melakukan analisis untuk menentukan pembiayaan yang diberikan 

sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan nasabah. 

f.  Data-data nasabah tadi diterima oleh Bank, kemudian dilakukan 

pengecekkann melalui BI Checking melalui OJK, untuk mengetahui 

fasilitas-fasilitas pembiayaan yang diperoleh calon nasabah di bank lain, 

untuk mengetahui kualitas pembiayaan calon nasabah di bank lain. 

g. Jika hasil dari BI Checking serta Trade Checkingnya negative maka 

pembiayaan tidak dapat dilakukan, permohonan yang sudah diajukan tidak 

dapat diproses lebih lanjut. Jika hasil dari BI Cheking serta Trade 

Checking positif maka pembiayaan dapat dilakukan, dan permohonan 

dapat diproses lebih lanjut, bank melakukan kunjungan usaha kepada calon 

nasabah. 

h. Pihak marketing atau AO akan membuat laporan, membuat analisa melalui 

memorandum usulan pembiayaan Ritel/Konsumer. Kemudian adanya 

proses persetujuan-persetujuan dari pihak bank, apabila disetujui maka 

proses selanjutnya adalah melakukan akad pembiayaan melalui nota ril 

melalui notaris rekanan Bank BSI KCP Genteng Banyuwangi. 

i. Setelah dilakukannya akad maka selanjutnya adalah pencairan dana yang 

dilakukan oleh bagian Administrasi (ADP) atau sering disebut dengan 

Financing Support. 

j. Setelah pembiayaan cair maka tahap selanjutnya yaitu melakukan 

monitoring pembayaran angsuran, monitoring usaha, serta diadakan 

kunjungan, minimal 3 bulan sekali. 
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2. Monitoring Pembiayaan 

Monitoring pembiayaan dilakukan untuk tujuan antara lain: 

a. Memastikan bahwa Nasabah telah memenuhi persyaratan realisasi 

pembiayaan sebelum realisasi pembiayaan dilakukan. 

b. Memastikan bahwa Nasabah telah menerima atau mempergunakan obyek 

pembiayaan Murabahah yang telah dibeli melalui fasilitas pembiayaan 

Bank. Memastikan besaran plafon fasilitas pembiayaan yang diterima 

Nasabah sesuai dengan putusan dan akad pembiayaan. 

c. Memastikan kondisi Nasabah dan kelancaran pembayaran angsuran 

pembiayaan.Monitoring dapat dilakukan secara off site maupun on site. 

Monitoring off site antara lain dilakukan dengan sarana monitoring telepon 

atau penelitian terhadap rekening simpanan maupun rekening pembiayaan 

Nasabah. Sementara monitoring on site dilakukan melalui kunjungan ke 

domisili, kantor, tempat usaha Nasabah. 

3. Pengakhiran Akad Murabahah 

Pengakhiran akad Murabahah dapat disebabkan oleh sebab berakhirnya 

jangka waktu akad, peristiwa cidera janji, dan Nasabah mengajukan pengakhiran 

akad Murabahah. Ketika berakhirnya akad, maka Nasabah wajib mengembalikan 

seluruh kewajiban dana pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak Bank serta 

keuntungan Bank pada periode terakhir saat pelunasan.(Fatwadsnmui.co.id) 

4. Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan 

Perpanjangan Fasilitas pembiayaan dibedakan menjadi dua hal sebagai berikut: 
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a. Perpanjangan fasilitas pembiayaan dalam rangka peningkatan usaha 

Nasabah.Perpanjangan fasilitas pembiayaan dalam rangka penyelamatan 

pembiayaan. 

b. Pihak Bank harus menentukan kriteria, persyaratan, dan standar khusus 

terkait perpanjangan fasilitas pembiayaan dalam rangka peningkatan usaha 

Nasabah sesuai dengan kebijakan masing-masing Bank. 

d) Penetapan Margin dalam Akad Murabahah bil Wakalah di BSI Kcp 

Genteng Banyuwangi. 

Margin atau Cost of Money adalah jumlah keuntungan yang diinginkan oleh 

pihak bank. Berikut adalah pertimbangan penentuan besarnya margin di BSI 

Kcp Genteng Banyuwangi yang sesuai dengan ketentuan BSI Pusat: 

1. Bagi hasil kepada nasabah deposan 

Berapakah jumlah bagi hasil yang hendak dibagi kepada deposan 

contoh: misalkan keuntungan 100.000.000 dan akan dibagi kepada 

nasabah deposan dengan jumlah nasabah deposan 100 orang dengan 

presentase basil 30%,maka :100.000.000x30% = 300.000 100 

2. Gaji karyawan 

Berapa jumlah gaji karyawan pada periode ini, contoh : total gaji karyawan 

dalam periode ini adalah 123.000.000 dengan jumlah karyawan 75 orang, 

maka : 123.000.000/75= 1.640.000 

3. Biaya-biaya operasional 

Berapa total biaya yang dilakukan untuk operasional pada periode 

ini, contoh : total seluruh biaya operasional adalah 75.000.000 dibagi 
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dengan masing-masing divisi, misalkan ada 10 divisi maka, 

75.000.000/10 = 7.500.000. 

2. Apabila pembiayaan yang akan dilakukan oleh nasabah adalah 

500.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan. 

Maka total dari seluruh biaya-biaya yang diatas hanya sekian persen 

dari total pembiayaan. 

Biaya basil deposan =300.000 

Biaya gaji karyawan =1.640.000 

Biaya operasional =7.500.000 + 

Total seluruh biaya 9.440.000 

Menentukan presentase biaya dari total pembiayaan :9.440.000 x 

100% = 1, 888 % 500.000.000 

Total presentase biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar 1, 888 % dari 

total pembiayaan, maka dalam hal ini bank boleh melebihkan jumlah 

margin yang diinginkan, harus lebih dari biaya yang dikeluarkan. 

Misalkan bank menginginkan margin sebesar 5 % dari pembiayaan 

maka : 500.000.000 x 5% = 25.000.000 

Maka total angsuran nasabah yaitu: 

= Harga Pokok Bahan Baku/Jumlah pembiayaan + Margin Jangka 

Waktu Pembiayaan 

= 500.000.000+25.000.000/60 bulan = 8.750.000/bulan 

Dengan sistem anuitas maka angsuran ini bersifat flat atau tetap. 

e) Akad Murabahah bil Wakalah Perspektif Fatwa Dewan Syariah 
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Nasional Majelis Ulama Indonesia. 

Murabahah adalah akad jual beli dimana bank akan memberikan 

informasi kepada nasabah mengenai harga pokok ditambah dengan margin 

yang diinginkan oleh bank. Dalam Fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2000 tidak 

ada tambahan ataupun penyebutan wakalah dalam akad murabahah, namun 

yang terjadi dalam bank syariah adalah adanya akad wakalah dalam 

murabahah yang sering dikenal dengan akad murabahah bil wakalah. 

Wakalah dalam transaksi Murabahah dapat meliputi namun tidak 

terbatas pada pemesanan obyek Murabahah, pembayaran sebagian atau 

keseluruhan harga obyek Murabahah dengan dana yang berasal dari Nasabah 

dan/atau Bank. Dalam hal para pihak ingin melaksanakan akad pembiayaan 

Murabahah sebelum Nasabah melaksanakan tugas wakalahnya, maka akad 

Murabahah berlaku efektif setelah melakukan tugas wakalah (muallaq). Hal 

ini hanya bisa dilakukan ketika obyek Murabahah memerlukan waktu untuk 

mendapatkannya dan harus ditentukan jangka waktunya. Sebagai wakil, 

Nasabah akan bertanggung jawab untuk membeli dan melakukan penyerahan 

atas barang secara langsung dari penyedia pada tanggal penyerahan 

sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan transaksi yang telah disetujui 

oleh Bank.  

Nasabah tidak diperbolehkan mengadakan perubahan, 

pengesampingan, atau pembatalan terhadap pembelian, dan tidak ada 

ketentuan manapun yang dijadikan dasar bagi Nasabah untuk membatalkan 

pembelian tersebut tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank. 
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Sebelum membahas lebih dalam tentang murabah, berikut adalah Rukun 

beserta Syarat dari Murabahah yang termuat dalam Ilmu Fiqih Muamalah: 

Rukun Murabahah: 

2. Ba‟I = penjual/ pihak yang memiliki barang 

3. Musytari    = pembeli 

4. Mabi‟ = barang yang akan diperjual belikan 

5. Tsaman = harga 

6. Ijab Qabul = pernyataan timbang terima 

Syarat Murabahah 

7. Penjual memberitahau biaya barang kepada nasabah 

8. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan 

9. Kontrak harus sesuai tidak mengandung riba 

10. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang 

sesudah pembelian 

11. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalkan apabila pembelian dilakukan secara utang. 

Bolehnya akad murabahah telah disahkan lewat Fatwa DSN-MUI 

No.4 tahun 2000, adapun ketentuan ketentuan pokok murabahah yang diatur 

dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Ketentuan Pokok MurabahahFatwa DSN-MUI No. 4 

tahun 2000 

1.  Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bak 
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sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.(pasal 1:4) Bank 

kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga 

jual senilai harga beli plus keuntungan. (pasal 1:6) 

2.  Barang yang diperjual belikan tidak dilarang atau diharamkan oleh 

syariat Islam.(pasal 1:2) 

3.  Harga Beli: Transparansi bank dalam laporan harga pokok barang yang menjadi 

objek serta biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan 

barang dalam akad murabahah bil wakalah, bank harus jujur.(pasal 

1:6)  

Harga Jual: Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga 

jual senilai harga beli plus keuntungan.(pasal 1:6) 

Sesuai dengan fatwa DSN MUI No 16 tahun 2000 

Harga dalam jual beli murbahah adalah harga beli dan biaya yang 

diperlukan ditambah dengan keuntungan sesuai dengan 

kesepakatan.(pasal 1:1, Fatwa DSN No. 16/IX/20000) 

4.  Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang, akad jual beli muarabahah harus dilakukan setelah barang 

secara prinsip menjadi milik bank.Jika bank menerima permohonan 

tersebut ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya 

secara sah dengan pedagang.Bank kemudian menawarkan aset 

tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya atau 

membeli sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena 

secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah 
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pihak harus membuat kontrak jual beli.(pasal 2:2-3) 

5.  Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 

membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 

pemesanan.(pasal 2:4) 

6.  Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengn 

pesanannya.(pasal 3:1) 

7.  Jika dalam jual beli murabahah bank mendapat diskon dari Supplier, 

maka harga barang menjadi harga setelah diskon, karena diskon 

adalah hak nasabah, jika pemberian diskon setelah akad, pembagian 

diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian/persetujuan yang 

dimuat dalam akad.(pasal 1:3-4, Fatwa No. 16/2000) 

8.  Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan 

pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah 

disepakati, bank boleh memberikan potongan dari kewajiban 

pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. 

Besar potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada 

kebijakan dan pertimbangan bank.(pasal 1:1-2, Fatwa No. 23/2002) 

9.  Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak 

mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya 

boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta‟zir yaitu 

bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan 

kewajibannya, sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang 

besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad 
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ditandatangani.  Dana yang berasal dari denda diperuntukkan 

sebagai dana sosial.(Pasal 1:3-6, Fatwa No. 17/2000) 

10.  1. sengaja atau lalai, menyimpang dari akad dan menimbulkan 

kerugian. 

2. kerugian riil adalah biaya-biaya yang dikeluarkann dalam rangka 

penagihan hak yang seharusnya diterima. 

3. real lost not opportunity lost. 

Besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad.(Fatwa 

No.43/2004) 

Sumber: Data di olah 

Berikut adalah tabel perbedaan margin murabahah dengan bunga: 

Tabel 4.4 

Perbedaan Margin Murabahah Dengan Bunga 

No Margin Murabahah Bunga 

 

1. 

Barang sebagai objek, nasabah 

berutang barang, bukan berutang 

uang, bank serahkan barang. 

Uang sebagai objek/komoditas, 

nasabah berutang uang, bank 

serahkan uang. 

2. Harga yang telah disepakati tidak bisa 

dirubah. 

Bunga bisa berubah secara sepihak 

 

 

3. 

Sektor moneter dan riil saling terkait, 

sehingga mendorong pendapatan arus 

barang danproduksi. 

Tidak dikaitkan dengan sector riil 



68 

 

 

 

4. Mendorong percepatan arus barang, 

mendorong produktifitas dan 

entrepreneurship, meningkatkan 

tenaga kerja( employment). 

Kurang mendorong percepatan 

arus barang karena tidak 

mewajibkan adanya barang, 

kurang mendorong produktifitas 

dan unemployment. 
5. Pertukaran barang dengan uang Pertukaran uag dengan uang. 

Sumber: Nurul Huda dan Muhmmad Heykal, 2010. 

 

Gambar 4.3 

Skema Murabahah menurut Fatwa DSN-MUI No. 4 tahun 2000 

Sumber: Kegiatan Usaha Bank Syariah (iB), Nurnasrina dan Adiyes Putra,2018. 

Berdasarkan skema diatas ketentuan dasar dalam akad murabahah 

sah dilakukan ketika barang secara prinsip sudah dimiliki oleh bank.Bank 

tidak boleh menjual barang kepaa nasabah sebelum barang tersebut dimiliki 

sepenuhnya oleh bank. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Implementasi Akad Murabahah Bil WakalahPada Produk Kur Mkro BSI KCP 

Genteng Banyuwangi 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BSI merupakan Fasilitas 

pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk 

memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi Akad yang digunakan pada 

produk pembiayaan KUR Mikro BSI KCP Genteng Banyuwangi adalah 

Murabahah Bil Wakalah. Akad murabahah bil wakalah merupakan akad jual 

beli yang telah dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan 

modal kerja dan investasi di perbankan syariah (Asiyah:2015).  

Dalam penerapan dan perkembangannya, akad murabahah ini mengalami 

modifikasi. Yakni, setiap melaksanakaan pembiayaan, akad murâbahah selalu 

disertai dengan akad wakalah. Untuk mengetahui bagaimana proses penyertaan 

akad wakalah tersebut, perlu dilakukan penjelasan tentang bagaimana proses 

pembiayaan murabahah dari awalhingga akhir. Penggabungan dua akad 

diperbolehkan sebagaina firman Allah SWT, Qs. An-Nisa : 29 

لَذ أَنْ تكَونَ تَِِارَةً غَن ترََاضٍ منكمْ 
ِٕ
ينَ ءَامَنوا لََثأَْ كُوا أَمْوَامكَم بَْنْكَم بِِمبَْاطِلِ ا ِ اَ الَّذ  يََأَيُّه

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kamu”.(Tafsir 

Ibnu Katsir Qs. An-Nisaa ayat 29) 
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Allah SWT, melarang hamba-hambaNya yang beriman memakan 

harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang 

tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara rib dan judi serta cara-cara 

lainnya yang termasuk dalam kategori tersebut dengan menggunakan 

berbagai macam tipuan dann pengelabuan. .(Eef Saefullo, Tafsir Ayat-Ayat 

Ekonomi, 2017). 

Dalam bukunya Qowaidul Fiqhiyah oleh Prof. Dr. Nashr Farid 

Muhammmad Washil, dan Prof. Abdul Aziz Muhammad Azzam pada tahun 

2013, menerangkan bahwa ada beberapa kaidah fiqih yang membolehkan 

adanya murabahah yaitu: 

لَ أَنْ يدَ
ِٕ
بَِحَة ا

ِٕ
ريِمِْياَلذ دَمِيْ الٔصَل فِىِ المؼَامَلَاتِ الَ ل ػلََى تََْ  

Artinya:“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkan” 

 

Berdasarkan wawancara data yang diperoleh peneliti di Bank BSI KCP 

Genteng Banyuwangi diperoleh data tentang alur pembiayaan. Alur 

pembiayaan tersebut dibedakan menjadi tiga tujuan, yaitu: alur pembiayaan 

modal kerja, investasi dan konsumer. Peneliti akan menjelaskan bagaimana 

alur pembiayaan consumer karna secaragaris besar ketiga tujuan pembiayaan 

Mikro tersebut alurnya sama menggunakan akad murabahah hanya sistem 

diawalnya yang beda. 

 

Adapun mekanisme pembiayaan kur mikro adalah sebagai 
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berikut: 

1. Permohonan Pembiayaan Mikro 

Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada 

Customer Service dengan mengisi form pengajuan pembiayaan. Dalam proses 

permohonan pembiayaan ini calon nasabah harus menyertakan persyaratannya 

antara lain: 

a. Foto copy KTP (Suami/Istri). 

b. Foto copy kartu keluarga. 

c. Foto copy Aktenikah/cerai. 

d. Foto copy slip gaji selama 3 bulan terakhir. 

e. Asli SK terakhir/sertifikat hak milik + PBB + IMB (Izin Mendirikan 

Bangunan) bagi perusahaan. 

f. Surat persetujuan suami istri (bila sudah menikah) atau surat 

pernyataan (bila belum menikah). 

Persyaratan diatas oleh bagian Customer Service akan diserahkan ke 

bagian Marketing untuk dicek kelengkapan dan dilakukan wawancara terhadap 

perwakilan/ bendahara calon nasabah. 

2. Perjanjian Pembiayaan. 

Perjanjian Pembiayaan adalah perjanjian kerjasama pembiayaan mikro 

yang dilakukan oleh Bank BSI KCP Genteng Banyuwangi dengan instansi. 

Adapun prosedur dalam perjanjian tersebut adalah: 

a. Bagian marketing meneliti keaslian kelengkapan pembiayaan mikro, 

misalnya tanda tangan KTP, surat nikah danlain-lain. 
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b. Mencetak naskah perjanjian dan menyerahkannya ke Kepala Bank 

BSI KCP Genteng Banyuwangi 

c. Kepala Bank BSI KCP Genteng Banyuwangi menandatangani 

perjanjian tersebut paling bawah sebelah kiri surat perjanjian tersebut. 

d. Bagian marketing menerima perjanjian tersebut lalu mengirimkannya 

keinstansi. 

e. Pihak instansi mendatangi Bank BSI KCP Genteng Banyuwangi dan 

meminta keputusan tentang pembiayaan dan meminta lembar perjanjian 

pembiayaan. 

f. Kepala instansi membaca dan mempelajari dengan seksama 

perjanjian pembiayaan tersebut dan jika tidak setuju langsung ditandatangani 

pada sebelah kanan perjanjian tersebut. 

3. Persetujuan Bagian Pembiayaan 

Setelah perjanjian pembiayaan di setujui oleh bendahara perusahaan, 

tahap diputuskannya persetujuan suatu permohonan oleh komite pembiayaan. 

Selanjutnya dilakukan pembuatan surat penegasan persetujuan kepada 

pemohon pembiayaan, maka akan diserahkan kepada analis pembiayaan 

dengan persetujuan Komite Pembiayaan. 

Adapun prosedur untuk mendapatkan persetujuan komite pembiayaan 

adalah: 

a. Perjanjian pembiayaan diserahkan lagi ke Bank BSI KCP Genteng 

Banyuwangi melalui analis pembiayaan. 
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b. Analis pembiayaan menganalisis citra instansi yang 

merekomendasikan calon nasabah. 

c. Analis pembiayaan menganalisis character, capacity, capital, 

Condition dan collateral per calon nasabah dengan mengecek ke BI Checking 

dan Bank Checking. 

d. Hasil analisis diberitahukan ke Komite Pembiayaan. 

e. Dari hasil analisa tersebut maka Komite Pembiayaan baru bisa 

menentukan apakah pembiayaan yang diajukan calon nasabah disetujui atau 

tidak. 

f. Menelpon bendahara instansi dan memberitahukan bahwa Komite 

Pembiayaan, telah menyetujui permohonan pembiayaan yang di inginkan. 

4. Pembukaan Rekening Nasabah 

Setelah proses persetujuan komite pembiayaan, maka masingmasing 

nasabah datang sendiri ke Bank BSI KCP Genteng Banyuwangi untuk 

pembukaan rekening. Rekening ini atas nama individu bukan nama instansi. 

5. Penandatanganan Akad 

Penandanganan akad dilakukan oleh Bank BSI KCP Genteng 

Banyuwangi untuk mengetahui tujuan calon nasabah mengajukan pembiayaan, 

apakah untuk keperluan konsumtif atau untuk memperoleh pembelian barang 

modal kerja (menggunakan akad murabahah bil wakalah). 

6. Persetujuan 

Usulan pembiayaan yang telah dibuat account officer selanjutnya akan 

diusulkan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan. Atas 
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usulan tersebut komite pembiayaan memiliki hak sepenuhnya untuk 

menyetujui atau menolak suatu permohonan pembiayaan, bila disetujui, 

biasanya komite pembiayaan akan memberikan catatan- catatan atau disposisi 

atas hal-hal yang perlu dipenuhi, dilengkapi, atau dijalankan dalam pemberian 

pembiayaan. Setiap disposisi yang dibuat oleh komite pembiayaan harus 

diperhatikan oleh account officer. Bila hal-hal tersebut merupakan keputusan 

yang harus dipenuhi oleh nasabah, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam 

persyaratan pembiayaan. 

Persetujuan oleh komite pembiayaan selanjutnya ditindak lanjuti dengan 

penerbitan surat persetujuan pembiayaan. Surat persetujuan pembiayaan 

merupakan surat pemberitahuan bank kepada nasabah, bahwa bank telah 

menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Dalam surat 

persetujuan pembiayaan tercantum segala hal-hal direkomendasikan dalam 

usulan pembiayaan, meliputi struktur pembiayaan yang diberikan dan 

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum 

pembiayaanya direalisasikan.  

Apabila nasabah telah membaca dan menyetujui isi surat persetujuan 

pembiayaan, maka nasabah harus menandatanganinya di atas materai cukup 

sebagai bukti sah persetujuan nasabah. Di dalam proses persetujan ini, pihak 

bank akan menghubungi bendahara instansi tersebut. Adapun langkah dalam 

proses persetujuan adalah: 

a. Akad yang telah ditandatangani diperiksa oleh Bank BSI KCP 

Genteng Banyuwangi  
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b. Pihak Bank BSI KCP Genteng Banyuwangi memberikan surat 

persetujuan dan kuasa untuk ditandatangani bendahara gaji. 

c. Memberikan surat kuasa pendebetan rekening, tanda terima uang oleh 

nasabah, surat sanggup yang ditandatangani masing-masing Calon nasabah. 

d. Seluruh surat ditandatangani dengan dibubuhi materai dan diserahkan 

lagi kebagian komitepembiayaan. 

7. Pencairan 

Tahap pencairan pembiayaan adalah tahapan pamungkas dari rangkaian 

panjang proses pembiayaan. Sejak dilakukannya pencairan pembiayaan 

kepada seorang nasabah, maka mulai saat itu fasilitas pembiayaan yang 

diberikan akan dicatat sebagai account bagi bank.  

Account tersebut merupakan aktiva yang akan menjadi sumber 

penghasilan bagi bank, dan pada saat yang sama juga mengandung risiko bagi 

bank. Risiko utama dari setiap fasilitas pembiayaan adalah adanya peluang 

untuk menjadi pembiayaan bermasalah. Oleh karenanya bank harus mengelola 

risiko tersebut dengan baik melalui langkah-langkah yang harus dijalankan 

secara hati-hati dalam proses pencairan pembiayaan. 

B. Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Menurut Perspektif 

Ekonomi Syariah 

Menurut fikih Islam, dalam akad murabahah, baik pada saat transaksi 

maupun tidak, penjual memang sudah memiliki persediaan barang untuk di 

murabahah-kan.Namun, merujuk kepada Fatwa DSN No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 ketetapan pertama ayat tiga dimana “bank membiayai sebagian 
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atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.” 

Bank BSI Kcp Genteng Banyuwangidalam hal ini  bukanlah sebagai 

penjual murni yang memang memiliki persediaan barang atau komoditi 

sebelum melakukan murabahah dengan nasabah. Dalam praktiknya bank 

hanya akan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut 

dengan dana dikeluarkan oleh bank, setelah barang tersebut diperoleh oleh 

nasabah barulah barang tersebut secra prinsip dianggap milik bank dan bank 

akan menjual kembali barang tersebut kepada nasabaha dengan 

menambahkan margin dalam harga jual barang tersebut. 

Pada posisi inilah terlihat bahwa bank sebaagai lembaga intermediasi 

antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana atau 

lembaga pembiayaan bukan sebagai penjual murni. Dalam pelaksanaanya, 

pembiayaan modal kerja di Bank BSI Kcp Genteng Banyuwangi, selain 

melakukan akad murabahah, bank juga melakukan akad wakalah untuk 

mendelegasikan tugas pembelian barang kepada nasabah. Dalam hal ini 

nasabah tidak akan mendapatkan barang dari bank melainkan hanya 

sejumlah uang pembiayaan untuk dibelikan barang kepada supplier. 

Merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional, berikut ini 

ketentuan syariah dari penggunaan akad wakalah dalam bermuamalat.Fatwa 

DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah pada ketetapan pertama 

ayat 9 dinyatakan, “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk 

membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan 

setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.” 



77 

 

 

 

Setelah dilakukan observasi di Bank BSI Kcp Genteng Banyuwangi, 

mengenai praktik pembiayaan Murabahah bil Wakalah dapat diketahui 

beberapa rukun dan syarat yang belum terpenuhi, diantarnya yang belum 

terpenuhi yaitu: 

1. Ba‟I =  penjual/ pihak yang memiliki barang 

Syarat Ba‟I pihak penjual dalam hal ini adalah bank syariah, namun 

pada prakteknya barang yang diperjual belikan belum dimiliki oleh 

bank syariah, bank akan memindahkan kuasanya kepada nasabah 

untuk membeli barang tersebut. 

2. Mabi‟ =  barang yang akan diperjual belikan 

Syarat Mabi‟ barang harus secara resmi menjadi milik sipenjual serta 

halal zat serta akadnya. Dalam hal ini rukun yang tidak terpenuhi 

yaitu barang tersebut belum menjadi memilik bank, dan bank tidak 

memiliki andil dalam pembelian tersebut, bank hanya memberikan 

dana dalam bentuk realisasi pembiayaan, ini tentu menciderai rukun 

jual beli, karena seharusnya barang yang diperjual belikan harus 

resmi menjadi milik bank. 

Berikut adalah syarat lain dari murabahah yang belum terpenuhi 

dalam akad murabahah bil wakalah: 

a. Obyek Pembiayaan Murabahah harus dimiliki oleh Bank terlebih dahulu. 

Konsep kepemilikan oleh Bank bisa diakui berdasarkan bukti yang sah 

secara prinsip dan sesuai dengan syariah. Ciri obyek pembiayaan 

Murabahah telah dimiliki secara prinsipadalah obyek tersebut memiliki 
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spesifikasi yang jelas, mudah diidentifikasi, memiliki nilai, memiliki bukti 

legal kepemilikan (akta milik), dapat diperjual-belikan, serta dapat 

dipindahkan kepemilikannya. Kepemilikan oleh Nasabah diakui setelah 

Bank menyerahkan Obyek Pembiayaan kepada Nasabah setelah para 

pihak menyepakati kontrak Murabahah. Akibat kepemilikan Obyek 

Pembiayaan oleh Nasabah, seluruh hak dan kewajiban atas Obyek 

Pembiayaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah. 

b. Satu Obyek Pembiayaan tidak boleh digunakan dalam beberapa kontrak 

Murabahah secara bersamaan (simultan). Beberapa Obyek Pembiayaan 

boleh digunakan dalam satu kontrak Murabahah untuk para pihak yang 

sama pada satu waktu yang sama.Nasabah tidak memiliki hak tukar 

(khiyar) atas Obyek Pembiayaan yang ditemukan memiliki cacat pada saat 

atau setelah kontrak disepakati.Nasabah memiliki hak tukar (khiyar) atas 

Obyek Pembiayaan jika cacat terjadi dan ditemukan sebelum kontrak 

disepakati. 

Bank Indonesia  cukup tegas dalam hal ini. Melalui Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005 tentang standarisasi akad, Bank Indonesia 

menegaskan kembali penggunaan media wakalah dalam murabahah pada 

pasal 9 ayat 1 butir (d) yaitu dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah 

(wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan 

setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Bahkan dalam bagian 

penjelasan peraturan Bank Indonesia tersebut ditegaskan bahwa akad 

wakalah harus dibuat terpisah dengan akad murabahah. (Ahmad Maulidizen, 
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Joni Tamkin Borhan, 2016) 

Menurut hasil analisis dari komparasi antara praktik murabahah di 

Bank BSI Kcp Genteng Banyuwangi dengan peraturan yang termuat dalam 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN- 

MUI) No. 4 tahun 2000 tentang murabahah terdapat beberapa kesenjangan, 

yaitu bank tidak menjadi penjual murni, serta bank tidak menyediakan 

persediaan, bank hanya sebagai lembaga yang kelebihan dana, untuk 

menyalurkan sejumlah dana kepada nasabah. Sepintas ini mirip dengan bank 

konvensional yang hanya menyalurkan dana kepada nasabah untuk berbagai 

kebutuhan, namun apabila ditelisik lebih dalam, ada perbedaan yang jelas 

antara bank syariah dan bank konvensional. 

Bank syariah menganalisis dan mengawasi apa kebutuhan nasabah 

dan kemana akan digunakan, bank memonitoring jenis barang atau jenis 

usaha yang akan dijalani nasabah, barang tersebut harus halal baik zat dan 

akadnya, apabila untuk odal usaha maka harus halal pula usahanya. Setelah 

nasabah membeli barag, maka barang tersebut akan dijual kembali oleh bank 

kepada nasabah dengan tambahan margin yang disesuaikan dengan jumlah 

plafond, dari hasil penelitian jumlah margin tidak pernah melebihi 5%. 

Kurangnya kesesuaian antara teori dan praktik ini adalah bagian dari 

transisi praktek muamalah biasa dengan praktik dilembaga keuangan bank, 

karena bank hanya sebagai penghimpun dan penyaluran dana maka bank 

tidak melakukan pembelian persediaann barang dagang. 

Setiap produk yang dikeluarkan bank syariah sudah melalui 
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persetujuan para ahli, dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah (DPS), para 

ahli ini menguasai ilmu keungan umum serta paham dengan ilmu fiqih, 

persetujuan inilah yang kemudian memunculkan akad murabahah bil 

wakalah. 

Meski akad ini kurang sesuaidengan aturan yang tertera dalam Fatwa 

DSN-MUI N0.4 tahun 2000, kita perlu mengapresiasi usaha bank syariah 

untuk menjauhkan kita dari bahaya Maysir, Gharar, dan Riba karena sudah 

ada niat dan upaya untuk menjauhkan kegiatan muamalah kita dari bahaya 

tersebut. 

Semoga niat kita untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah 

SWT, menjadi nilai tersendiri dihadapan Allah dan menjadi pembeda antara 

yang melakukan transaksi di bank umum dan yang melakukan transaksi di 

bank syariah dengan ilmu yang diperoleh melalui fiqih muamalah.



 

 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari rumusan masalah yang disajikan, analisis data yang telah 

dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan akad Murabahah bil Wakalah di BSI Kcp Genteng 

Banyuwangi, Bank berperan sebagai investor bukan penjual, objek yang 

diperjual belikan belum menjadi milik bank, murabahah tidak hanya 

untuk pembiayaan konsumtif namun berlaku juga untuk modal usaha, 

akad yang dilakukan yaitu wakalah baru kemudian murabahah. 

2. Murabahah bil Wakalah menurut Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000 

Bank sebagai penjual, objek yang diperjual belikan harus secara prinsip 

menjadi milik bank, dari analisis yang telah dilakukan akad ini kurang 

sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000. 

A. Implikasi Penelitian 

1. Implikasi Teori 

Penelitian ini akanmenguatkan dan mengembangkan keilmuan fiqh 

muamalah dan juga perbankan syariah. 

2. Implikasi Kebijakan 

Penerapan akad khususnya pada lembaga perbankan syariah yang 

sesuai dengan ketentuan syariah dapat dijadikan  landasan dalam 

menentukan keputusan pada lembaga perbankan syariah. 
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C. Saran 

Dalam hal ini saran yang hendak penulis sampaikan yaitu, kita paham 

bahwa didirikannya Bank Syariah yaitu untuk menghindarkan masyarakat 

dari bahaya Maysir, Gharar, dan Riba, maka diharapkan prinsip dan sisitem 

bank syariah bisa terlaksana sesuai syariah. 

Bank Syariah diharapkan mampu membuat keterkaitan antara sektor 

ekonomi ril dan sektor ekonomi moneter sesuai dengan sunnatullah 

muamalah, jika pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah dianggap 

mampu menggantikan semua peran pembiayaan, maka bank akan kehilangan 

beberapa peran akad lain seperti mudharabah dan musyarakah yang 

sebenarnya memiliki manfaat untuk nasabah dalam kebutuhan usaha lain 

terlepas dari persediaan barang dagang dan kebutuhan konsumtif. 

Bank Syariah diharapkan mampu meningkatkan kegiatan 

penghimpunan dana seperti tabungan, deposito, obligasi, dan lain-lain, agar 

bank tidak terfokus pada kegiatan pembiayaan saja, jumlah pembiayaan yang 

terlalu banyak disbanding pendanaan akan mengakibatkan masalah kesehatan 

bank. 
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